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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan asas penyampingan 
perkara demi kepentingan umum (Asas Opportunitas) dalam KUHAP dan 
relevansi antara asas Opportunitas dengan Asas Persamaan Kedudukan Di Muka 
Hukum (Equality Before The Law). 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
deskriptif atau doktrinal dengan menggunakan jenis data sekunder. Dalam 
penelitian ini, tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 
kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan 
masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, 
diklasifikasikan, dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan 
permasalahan penelitian.  
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaturan asas 
opportunitas dalam KUHAP antara lain : asas opportunitas diatur dalam Pasal 35c 
Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
dengan tegas menyatakan asas opportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal  itu 
berbunyi sebagai berikut :“Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara 
berdasarkan kepentingan umum”. Dalam hukum acara pidana dikenal adanya 
suatu badan khusus yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan ke 
pengadilan yang disebut penuntut umum hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 butir 6 
No.a dan b, Pasal 137 dan penjelasan Pasal 77 KUHAP. 
Relevansi antara asas opportunitas dengan asas persamaan kedudukan di 
muka hukum (equality before the law) antara lain: Sebenarnya kedua asas tersebut 
bertolak belakang dengan asas oportunitas yang berarti sekalipun seorang 
tersangka sudah jelas cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan 
kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, Namun hasil pemeriksaan 
tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Proses 
perkara itu “di deponer” oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi 
kepentingan umum” kejaksaan berpendapat, lebih bermanfaat bagi kepentingan 
umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka sidang pengadilan. Dengan 












A. Latar Belakang Masalah 
Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, telah ditegaskan bahwa Negara 
Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Itu berarti bahwa 
Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang–
Undang Dasar 1945. Negara melindungi dan menjamin hak–hak asasi manusia, 
misalnya hak asasi manusia dibidang hukum yaitu segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum  dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk menciptakan suasana 
yang tentram dan tertib dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara maka 
diperlukan aturan hukum atau norma/kaidah untuk menjamin hak–hak dan 
kewajiban masyarakat itu sendiri.   
 Tujuan dari negara yang menganut sistem negara hukum adalah untuk 
mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya, yang 
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk mencapai 
tujuan tersebut adalah menempatkan masalah hukum pada kedudukan yang 
sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam negara. Dalam hal ini 
hukum di negara Indonesia dijadikan suatu kaidah atau norma yang telah 
disepakati bersama dan karenanya harus dipertahankan dan ditaati bersama pula, 
baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
masing-masing 
 Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai dalam masyarakat, dan bahkan dapat 
dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada 
nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik 
adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Kepekaan para penegak hukum 
dalam menempatkan hukum sebagai kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat 
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adalah kebutuhan pokok. Begitu pula Penuntut umum dalam melakukan 
penuntutan. Harus menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan 
umum karena kedua soal ini saling mempengaruhi satu sama lain. Penuntut umum 
tidak hanya melihat kejahatan dan mencocokanya dengan suatu peraturan hukum 
pidana,akan tetapi menciba menempatkan kejadian itu dengan menghubungkan 
pada proporsi yang sebenarnya 
Pembangunan di bidang hukum sendiri tak dapat dipisahkan sebagai 
bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya 
pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan 
masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan 
nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 
serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan 
sosial. 
. Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa 
unsur yaitu : 
1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas 
hukum atau perundang-undangan; 
2. Ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara ; 
4. Ada pengawasan dari badan-badan peradilan. (Sri Soemantri dikutip, Mien 
Rukmini, 2007:1) 
Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan masalah yang sangat erat 
kaitanya dengan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, untuk mewujudkan 
sistem peradilan pidana yang adil dan benar sesuai dengan tujuan dan harapan 
masyarakat, sangat relevan apabila dilakukan kajian mengenai proses peradilan 
pidana, baik tentang pengertiannya secara umum maupun tentang perkembangan 
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proses peradilan pidana itu sendiri dalam menjamin dan melindungi hak-hak asasi 
tersangka dan terdakwa. 
Berkaitan dengan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), 
dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan 
terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui 
beberapa Pasal yang mengatur tentang HAM, salah satunya adalah Pasal 27 ayat 
(1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada  kecualinya”. Dalam pasal ini terkandung Azas Persamaan 
Kedudukan di Dalam Hukum. Pasal 27 ayat (1) ini diimplementasikan dalam 
proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tidak Bersalah yang diatur dalam 
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Pasal 18 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Setelah bangsa Indonesia merdeka, terbukalah kesempatan yang luas untuk 
membangun di segala segi kehidupan. Tidak ketinggalan pula pembangunan di 
bidang hukum yang antara lain telah dibuat beberapa undang-undang, terutama 
yang merupakan pengganti peraturan warisan kolonial, seperti hukum acara 
pidana nasional yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini 
yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Negara Indonesia salah satunya adalah 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ruang lingkup 
berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang Nomor 
8 Tahun 1981), terdapat dalam Pasal 2 KUHAP, yang berbunyi : “Undang-undang 
ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan 
umum pada semua tingkat peradilan”. 
Semenjak lahirnya Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Terdapat beberapa 
hal yang baru yang bersifat fundamental apabila dibandingkan dengan Herziene 
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Indiesche Reglement (HIR) yang juga dikenal dengan Reglement Indonesia yang 
diperbaharui (RIB). 
Beberapa hal baru yang tercantum dalam KUHAP tersebut antara lain : 
1. Hak-hak tersangka dan terdakwa (Pasal 50s/d 68 KUHAP) 
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69 s/d 74 KUHAP) 
3. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi 
(Pasal 98 s/d 101 KUHAP) 
4. Pengawasan pelaksanaan putusan hakim (Pasal 277 s/d 283 KUHAP). 
5. Wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yakni praperadilan (Pasal 
77 s/d 83 KUHAP) 
Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan 
atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang materiil, ialah kebenaran yang 
selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-
ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Untuk mencari pelaku dari 
suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana, menjaga agar mereka yang tidak 
bersalah tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan 
suatu tindak pidana. 
Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan pidana yaitu adanya suatu 
ketentuan dalam UU pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan 
memberikan sanksi terhadapnya. Di Indonesia, hal tersebut diatur oleh asas 
Legalitas yang terdapat di dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi : tidak ada suatu 
peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan UU pidana yang mendahuluinya. 
Suatu kegiatan baik itu kegiatan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara 
harus mempunyai cita-cita yang menjadi dasar agar tujuan kegiatan tersebut dapat 
tercapai dengan baik. Cita-cita yang menjadi dasar ataupun sesuatu kebenaran 
yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir/berpendapat lazim disebut asas. 
Sehingga dengan demikian asas itu merupakan hal yang penting sebagaimana 
dapat dilihat juga di dalam setiap tahapan pembangunan ditentukan adanya asas 
pembangunan nasional. Demikian juga di dalam Hukum Acara Pidana juga 
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ditentukan asas-asas yang menjadi prinsip pokok yang harus diterapkan dan 
dipegang teguh dalam melaksanakan/menyelesaikan suatu perkara di Badan 
peradilan. 
Sesuai makna yang terkandung dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP, 
disebutkan bahwa Kejaksaan berwenang menghentikan perkara dalam tahap 
penuntutan. Dari makna tersebut, haruslah ditafsirkan secara alternatif, bukan 
kumulatif. Dalam Pasal tersebut disebutkan ada pun hal-hal yang dapat 
menghentikan perkara adalah tidak adanya cukup bukti, bukan merupakan tindak 
pidana dan perkara tersebut batal demi hukum.  
Jaksa Agung memang diberi kewenangan untuk mengesampingkan 
perkara demi kepentingan umum. Paling tidak tercermin dalam Pasal 35 C 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung. Pasal itu 
berbunyi : Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan 
perkara demi kepentingan umum. Dalam bagian penjelasan disebutkan 
“kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan 
masyarakat luas. Mengesampingkan perkara, demikian penjelasan UU No.16 
tahun 2004, merupakan pelaksanaan asas opportunitas yang hanya dapat 
dilakukan Jaksa Agung setelah memerhatikan saran dan pendapat dari badan 
kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah itu. 
Reformasi hukum di Indonesia dirasakan belum dapat mengimbangi 
perkembangan yang terjadi di masyarakat selain itu reformasi hukum dinilai 
belum sepenuhnya mampu menangani permasalahan penegakan hukum yang 
masih carut marut. Pemahaman akan konsep equality before the law masih belum 
sepenuhnya diterapkan ataupun dipahami secara benar. Pasal  27  ayat (1) UUD 
1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya. Artinya, semua orang diperlakukan sama di depan 
hukum. Dengan demikian konsep Equality before the Law telah diintrodusir 
dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-
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undangan di  tanah air. Sebagaimana dimaklumi, asas legalitas dalam KUHP 
Indonesia bertolak dari ide/nilai dasar “kepastian hukum”. Namun dalam 
realitanya asas legalitas ini mengalami berbagai bentuk pelunakan/penghalusan 
atau pergeseran/perluasan dan menghadapi berbagai tantangan 
Dalam pelaksanaan proses penuntutan suatu perkara tindak pidana, tentu 
saja tidak terlepas dari asas-asas yang terdapat dalam KUHAP, karena merupakan 
unsur yang sangat penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas-asas tersebut 
mempunyai relevansi antara satu dengan yang lain yang sangat menarik untuk 
dikaji. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul : 
TINJAUAN TENTANG PENGATURAN ASAS PENYAMPINGAN PERKARA 
DEMI KEPENTINGAN UMUM (ASAS OPPORTUNITAS) DALAM KUHAP 
DAN RELEVANSINYA DENGAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI 
MUKA HUKUM (EQUALITY BEFORE THE LAW).  
B. PERUMUSAN MASALAH 
Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah 
pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan 
untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan 
suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai 
yang dikehendaki. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah 
dalam penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pengaturan asas penyampingan perkara demi kepentingan 
umum (asas opportunitas) dalam KUHAP ? 
2. Apakah relevansi asas opportunitas dengan asas equality before the law 
menurut KUHAP ? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
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Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa 
dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis (Soerjono 
Soekanto, 1986 : 42). Adapun tujuan penelitian ini adalah :  
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui pengaturan asas penyampingan perkara demi 
kepentingan umum (asas opportunitas) dalam KUHAP. 
b. Untuk mengetahui relevansi asas opportunitas dengan asas equality before 
the law menurut KUHAP. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang hukum acara 
pidana, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan asas penyampingan 
perkara demi kepentingan umum (asas opportunitas) dalam KUHAP dan 
relevansinya dengan asas equality before the law.  
b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang 
ilmu hukum di fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
D. MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1.  Manfaat Teoritis 
a. Memberikan wawasan yang dapat dipergunakan dalam penulisan karya 
ilmiah di bidang hukum.    
b. Untuk lebih mendalami teori–teori yang telah dipelajari selama kuliah di 
Fakultas Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2.  Manfaat Praktis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak mengenai 
pengaturan asas penyampingan perkara demi kepentingan umum (asas 
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opportunitas) dalam KUHAP dan relevansinya dengan asas equality before 
the law. 
b. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaturan asas 
penyampingan perkara demi kepentingan umum (asas opportunitas) dalam 
KUHAP dan relevansinya dengan asas equality before the law. 
E. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini 
adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan 
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukm tersier. Bahan-
bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan 
dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang 




2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian 
deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap 
dan sistematis terhadap obyek yang diteliti. 
Suatu penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 
 xxi 
manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama 
untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam 
memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori 
baru. (Soerjono Soekanto,1986 : 10). 
Berdasarkan pengertian diatas metode penelitian jenis ini 
dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang 
berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian 
dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, 
Penulis memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang pengaturan 
asas penyampingan perkara demi kepentingan umum dalam KUHAP dan 
relevansi asas opportunitas dengan asas equality before the law menurut 
KUHAP. 
3. Jenis Data 
Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai 
variabel atau obyek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan 
antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku 
pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data 
primer atau primary data dan data yang diperoleh dari buku pustaka 
disebut data sekunder atau secondary data (Soerjono Soekanto, 
1986:11). Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data 
dasar yang berupa data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang 
lingkup yang sangat luas meliputi data atau informasi, penelaahan 
dokumen, hasil penelitian sebelumya, dan bahan kepustakaan seperti, 
buku-buku literatur, koran, majalah, dan arsip yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas. 
4. Sumber Data 
 Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang berupa : 
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a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka 
yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang 
penulis gunakan adalah : 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
3) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI 
4) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
kehakiman 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan 
penjelasan hukum primer, seperti : 
 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/ terkait dalam 
penelitian ini. 
 2) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 
 3) Buku-buku penunjang lain. 
 
c. Bahan Hukum Tertier 
Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan 
dengan penelitian ini. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah dengan 
dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 
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bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang 
ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang digolongkan sesuai 
dengan katalogisasi.  
 Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan 
landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang 
menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku 
dan berkaitan dengan hal-hal yang diteliti. 
6. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu 
penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses 
dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang 
nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis data 
yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang 
bersifat kualitatif. 
Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang 
diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. ( Soerjono Soekanto, 
1986, 250). 
Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 
oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll 
secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Lexy J. Moleong, 2007 : 6). 
  Ketiga komponen tersebut saling berkaitan sehingga dengan 
aktivitas yang dilakukan melalui siklus antara komponen-komponen akan 
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diperoleh data yang mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang 
diteliti. Sehingga apabila dianggap kurang penulis dapat atau wajib 
kembali melakukan pengumpulan data khusus bagi dukungan yang 
diperlukan. Hal tersebut tergambar dalam bagan berikut ini : 
            
Proses analisis interaksi dimulai pada waktu pengumpulan data. 
Penelitian selalu memuat reduksi data dan sajian data. Setelah data 
terkumpul, tahap selanjutnya peneliti mulai melaksanakan usaha penarikan 
kesimpulan berdasarkan apa yang terdapat dalam reduksi data dan sajian 
data. Apabila data yang ada dalam reduksi data dan sajian data kurang 
lengkap, maka kembali ke pengumpulan data. Sehingga antara tahap satu 































F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 
Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penulis dalam 
penelitiannya membagi menjadi 4 ( empat ) bab, dan tiap–tiap bab dibagi dalam 
sub-sub yang disesuai kan dengan lingkup pembahasannya.  
Adapun sistematika penulisan hukum atau skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
BAB I     : PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri     dari 
: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 
Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan 
Hukum. 
BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada bab ini penulis menguraikan mengenai dua hal yaitu, yang 
pertama adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta 
mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam 
penulisan hukum ini, yang meliputi: Pertama mengenai Tinjauan 
Tentang KUHAP.  Kedua, Tinjauan Tentang Asas Penuntutan. Ketiga, 
Tinjauan Tentang  Asas Equality Before The Law. Pembahasan yang 
kedua adalah mengenai kerangka pemikiran. 
BAB III   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengaturan asas 
penyampingan perkara demi kepentingan umum (asas opportunitas) 
dalam KUHAP. Selain itu penulis akan menguraikan relevansi asas 
opportunitas dengan asas Equality Before The Law menurut KUHAP. 
 
BAB IV  :  PENUTUP 
Bab ini berisi mengenai simpulan dan saran terkait dengan 































A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana  
a. Pengertian Umum tentang Hukum Acara Pidana 
Van Bemmelen dalam Andi Hamzah berpendapat bahwa 
hukum acara pidana ialah mempelajari peraturan-peraturan yang 
diciptakan oleh negara karena adanya pelanggaran  Undang-Undang 
Pidana, yaitu sebagai berikut: 
1). Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran. 
2). Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu. 
3). Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si 
pembuat dan kalau perlu menahannya. 
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4). Mengumpulkan bahan-bahan bukti yang telah diperoleh pada 
penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan 
membawa terdakwa ke depan hakim tersebut. 
5). Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan itu 
yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan 
pidana atau tindakan tata tertib. 
6). Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut. 
7). Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan 
tata tertib.(Andi Hamzah, 2008:6). 
R.Soesilo berpendapat bahwa hukum acara pidana atau hukum 
pidana formal adalah kumpulan peraturan hukum yang memuat 
ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut : 
1). Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jika ada sangkaan 
telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari 
kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah 
dilakukan. 
2). Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, 
siapa dan cara bagaimana harus mencari menyelidiki dan menyidik 
orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, 
cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu. 
3). Cara bagaimana mengumpulkan barang bukti, memeriksa, 
menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang 
itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka. 
4). Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap 
terdakwa sampai dijatuhkan pidana. 
5). Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana 
itu harus dilaksanakan dan sebagainya.  
Sedangkan Moeljatno mendefinisikan hukum acara pidana 
adalah “bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara 
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yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan 
dengan cara bagaimana pengenaan pidana yang ada pada sesuatu 
perbuatan pidana dapat dilaksanakan, apabila ada orang yang disangka 
telah melanggar larangan tersebut”.(Moeljatno dikutip Ramelan, 
2006:2). 
Bambang Poernomo memberikan penjelasan atau definisi 
hukum acara pidana, dikatakan bahwa pengertian ilmu hukum acara 
pidana ialah “pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk 
dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses 
penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan 
pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana”. (Bambang 
Poernomo dikutip Ramelan, 2006:3). 
Dengan kata lain hukum acara pidana adalah pengetahuan 
tentang hukum acara dengan segala bentuk manifestasinya yang 
meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam 
hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh adanya 
pelanggaran hukum pidana. 
Dalam buku Atang Ranoemihardja ada perbedaan paham antara 
para sarjana mengenai perumusannya antara lain : 
1). De Bos Kemper 
Adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan 
Undang-Undang yang mengatur bilamana Undang-Undang Hukum 




Adalah Mengatur bagaimana negara dengan alat-alat 
perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan 
menjatuhkan hukuman. 
3). Van Bemmelen 
a). Kedua rumusan sarjana-sarjana tersebut di atas dipandang oleh 
Van Bammelen agak sempit dan kurang tepat, sebab keduanya 
menitik beratkan pada kepada caranya bagaimana hukum 
Pidana Materiil harus dilaksanakan dan karenanya diabaikan 
tugas utama daripada Hukum Acara Pidana yaitu : 
Mencari dan mendapatkan kebenaran selengkap-
lengkapnya tentang apakah perbuatan itu terjadi dan 
siapakah yang dapat dipersalahkan. 
b). Juga dikatakan tidak tepat, sebab Hukum Acara Pidana tidak 
selalu dapat melaksanakan Hukum Pidana Materiil. 
 Maksud Van Bammelen ialah bahwa Hukum Acara Pidana 
sudah berlaku apabila ada dugaan bahwa Undang-Undang Hukum 
Pidana dilanggarnya, dan bila ternyata tidak demikian Hukum 
Acara Pidana sudah berlaku. (Atang Ranoemihardja, 1983:9). 
b. Asas-Asas dalam KUHAP 
Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dan pokok 
dari peraturan hukum. Satjipto Rahardjo menyebutnya sebagai 
“jantungnya” peraturan hukum, karena: 
1). Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya 
suatu peraturan hukum, artinya peraturan-peraturan hukum itu pada 
akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. 
2). Asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan 
hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas 
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hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu 
peraturan hukum, melainkan akan tetap saja dan akan melahirkan 
peraturan-peraturan selanjutnya.(Satjipto Rahardjo dikutip 
Ramelan, 2006:7). 
Sejalan dengan pandangan tersebut, Bambang Poernomo 
menjelaskan pengertian tentang asas-asas hukum acara pidana, 
menyatakan bahwa asas-asas lebih memperhatikan nilai-nilai dasar 
yang bersifat abstrak untuk mengatur hubungan hukum dengan harkat 
keluhuran martabat manusia secara mendalam yang menjiwai aturan 
hukum dalam penyelenggaraanya. (Bambang Poernomo dikutip 
Ramelan, 2006:7) 
Landasan asas/prinsip diartikan sebagai dasar patokan hukum 
yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) dalam penerapan penegakan hukum asas-asas/prinsip 
hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak 
hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Adapun asas-asas 
dalam KUHAP : 
1). Asas Peradilan Cepat, sederhana dan biaya ringan 
Asas ini telah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-
Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menghendaki agar 
pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada 
asas Cepat, Tepat, sederhana, dan biaya ringan. Tidak bertele-tele 
dan berbelit-belit, apalagi jika kelambatan penyelesaian kasus 
peristiwa tindak pidana itu disengaja. 
Peradilan cepat terutama untuk menghindari penahanan 
yang lama sebelum ada keputusan hakim merupakan bagian dari 
hak asasi manusia, begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak 
memihak merupakan hal-hal yang spesifik di dalam Undang.-
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Undang KUHAP. Mengenai upaya agar peradilan cepat, hal ini 
terjabar dalam berbagai Pasal. Antara lain : 
a). Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 
ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4). Dalam Pasal-Pasal tersebut 
dimuat ketentuan bahwa apabila telah lewat waktu penahanan 
seperti tercantum dalam ayat sebelumnya maka penyidik, 
penuntut umum dan hakim harus sudah mengeluarkan 
tersangka dari tahanan demi hukum. Hal ini menandakan 
bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim harus bekerja 
dengan cepat untuk menyelesaikan suatu perkara. 
b). Pasal 50 KUHAP  
(1). Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan  oleh 
penyidik dan selanjutnya dapat diajukan pada penuntut 
umum. 
(2). Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke 
pengadilan oleh penuntut umum. 
(3). Tersangka berhak segera diadili oleh sidang pengadilan. 
c). Dalam Pasal 102 ayat (1) menyatakan bahwa penyelidik yang 
mengetahui, menerima laporan atau pengeduan tentang 
terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak 
pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang 
diperlukan. 
d). Pasal 106 menentukan hal yang sama sebagaimana Pasal 102  
ayat (1) bagi penyidik. 
e). Pasal 107 ayat (3) menyatakan : 
Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik 
tersebut pada Pasal 6  ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan 
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hasil penyidikanya kepada penuntut umum melalui penyidik 
tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. 
f). Pasal 110 mengatur tentang hubungan kerja antara penyelidik 
dan penuntut umum yang semuanya disertai dengan kata segera 
hal ini juga ditentukan dalam Pasal 138. 
 
g). Pasal 140 ayat (1) 
Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil 
penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu 
secepatnya membuat surat dakwaan. 
Ada beberapa ketentuan KUHAP sebagai penjabaran asas 
peradilan yang cepat, tepat , dan biaya ringan, antara lain, 
tersangka atau terdakwa “berhak” : 
(1). Segera mendapat pemeriksaan dari penyidik 
(2). Segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik, 
(3). Segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, 
(4). Berhak segera diadili oleh pengadilan.(M.Yahya 
Harahap,2002:53) 
2). Asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) 
Yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah adalah 
asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka atau 
disidik, ditangkap, ditahan, dituntut dan diperiksa di sidang 
pengadilan wajib dianggap tidak bersalah kecuali berdasarkan 
putusan hakim dengan bukti sah dan meyakinkan yang menyatakan 
kesalahannya dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum 
tetap. 
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Asas ini merupakan prinsip yang penting dalam hukum 
acara pidana. Prinsip ini merupakan konsekwensi dari pengakuan 
terhadap asas legalitas. Prinsip ini mengandung kepercayaan 
terhadap seseorang dalam negara hukum dan merupakan pencelaan 
atau penolakan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dalam 
suatu negara yang menganut paham bahwa setiap orang itu 
dipandang salah sehingga terbukti bahwa ia tidak bersalah. 
(Ramelan, 2006:9) 
Asas praduga tak bersalah tidak secara tegas diatur dalam 
UUD 1945, demikian pula tidak dicantumkan pada perubahan 
(amandemen) kedua UUD 1945, melainkan diatur dalam beberapa 
peraturan perundang-undangan, yaitu:  
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : 
“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, 
dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap 
tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang 
menyatakan kesalahanya dan memperoleh kekuatan hukum 
yang tetap” 
Demikian pula secara tersirat di dalam Pasal 35 dan 36 UU 
No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang menyatakan “ 
Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian” 
Selain itu, di dalam penjelasan umum butir 3 huruf c secara 
tegas dinyatakan tentang asas praduga tak bersalah, bahwa: 
“.....setiap orang yang disangka, ditangkap, 
ditahan,dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang 
pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya 
putusan pengadilan yang menyatakan kesalahanya dan 
memperoleh kekuatan hukum tetap”. 
 
 xxxv 
Di dalam UU No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, 
ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : 
“ setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut 
karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak 
dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya 
secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan 
segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaanya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
 
Di dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak 
Asasi manusia, tersirat dalam Pasal 10 yang berbunyi: 
“Dalam hal tidak dintukan lain dalam Undang-Undang ini, 
hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara 
pidana”. 
Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis 
penyidikan dinamakan “prinsip akusator”. Prinsip akusatoor 
menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap 
tingkatan pemeriksaan. 
a). Adalah subyek, bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu 
tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan 
dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan 
martabat harga diri.  
b). Yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip akusator 
adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka 
atau terdakwa kearah itulah pemeriksaan ditujukan. (M.Yahya 
Harahap, 2002:40). 
Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, 
dengan sendirinya memberi pedoman aparat penegak hukum untuk 
menggunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan. 
Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara 
pemeriksaan inkuisator yang menempatkan tersangka atau 
terdakwa sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan 
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sewenang-wenang. Prinsip akuisator inilah yang dulu dijadikan 
landasan pemeriksaan dalam periode HIR. HIR sama sekali tidak 
memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau 
terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan 
kebenaranya. Sebab sejak semula aparat penegak hukum : 
a). Sudah apriori mengganggap tersangka atau terdakwa bersalah. 
Seolah-olah si tersangka sudah divonis sejak saat pertama dia 
diperiksa di hadapan pejabat penyidik. 
b). Tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai obyek 
pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi 
kemanusiaannya dan haknya untuk membela dan 
mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. 
Akibatnya, sering terjadi dalam praktek penegakan hukum, 
seseorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima 
nasib sial, meringkuk dalam penjara. (M Yahya 
Harahap,1993:39). 
3). Asas Opportunitas  
Di Indonesia penuntut umum disebut juga Jaksa (Pasal 1 
butir a dan b serta Pasal 137 dan seterusnya KUHAP). Wewenang 
penuntutan dipengang penuntut umum sebagai monopoli, artinya 
tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini disebut dominus litis 
ditangan penuntut umum atau jaksa. Hakim tidak dapat meminta 
supaya delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja 
penuntutan dari penuntut umum.(Andi Hamzah,1996:14). 
Dalam hubungannya dengan hak penuntutan dikenal dua 
asas yaitu yang disebut asas legalitas dan opportunitas (het 
legaliteits en het opportuniteits beginsel) menurut asas yang 
tersebut pertama penuntut umum wajib menuntut suatu delik. 
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Menurut asas yang kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut 
seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya 
akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, 
seseorang yang melakukan delik tidak dituntut. (Andi 
Hamzah,1996:15). 
4). Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum 
Asas tersebut diatur dalam Pasal 153 ayat (3) dan (4) 
KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : 
“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang 
membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum 
kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau 
terdakwanya anak-anak” ayat( 3) 
 
“tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 
mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”（ayat 4） 
Dalam penjelasan Ayat 4 lebih dipertegas lagi : 
“jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat 
berlakunya terbukti   dengan timbulnya akibat hukum jika 
asas peradilan tersebut tidak dipenuhi”. 
Yang menjadi masalah ialah karena sebenarnya masih ada 
kekecualian yang lain selain yang tersebut diatas, yaitu delik yang 
berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut 
ketertiban umum (openbare orde). (Andi Hamzah, 2008:21). 
Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum juga 
dirumuskan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 14 tahun 
2004 “ Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk 




5). Asas semua orang diperlakukan sama di muka hukum.(Equality 
Before The Law) 
Asas ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 
No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “ Pengadilan 
mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” 
Penjelasan umum KUHAP butir 3a merumuskan asas ini: 
“perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan 
tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. 
6). Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap 
Pengambilan keputusan salah atau tidaknya dari seorang 
terdakwa, hanya dilakukan oleh hakim karena jabatanya dan 
bersifat tetap. Dalam menyelenggarakan peradilan tersebut 
dilakukan oleh hakim sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 No. 8 
KUHAP yang menyatakan hakim adalah pejabat peradilan negara 
yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. 
Pasal 31 Undang-Undang No. 4 tahun 2004: “Hakim adalah 
pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam 
Undang-Undang “. Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 4 
tahun 2004 : “ketentuan mengenai syarat dan tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian hakim diatur dalam Undang-
Undang”. 
Dilain pihak karena hakim mempunyai tugas menerima 
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang 
diajukan untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka segala 
campur tangan dalam urusan peradilan dilarang, karena hakim 
mempunyai kedudukan yang demikian sehingga pengangkatan dan 
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pemberhentian hakim ditetapkan oleh kepala negara. 
(L.Sumartini,1996:20) 
7). Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. 
Pemberian bantuan hukum dalam proses pidana adalah 
suatu prinsip negara hukum yang dalam taraf pemeriksaan 
pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk 
keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat 
dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak untuk 
menunjuk dan menghubungi serta meminta bantuan penasehat 
hukum, jadi asas ini berkaitan dengan hak dari seseorang yang 
tersangkut dalam suatu perkara pidana untuk dapat mengadakan 
persiapan bagi pembelaannya maupun untuk mendapatkan nasehat 
atau penyuluhan tentang jalan yang dapat ditempuhnya dalam 
menegakkan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa. 
Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur 
tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa 
mendapatkan kebebasan yang sangat luas, kebebasan itu antara lain 
sebagai berikut : 
a). Bantuan hukum hukum dapat diberikan sejak saat 
tersangka/terdakwa ditangkap atau ditahan. 
b). Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat 
pemeriksaan. 
c). Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada 
semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu. 
d). Pembicaraan antara penasehat hukum dan tersangka tidak 
didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik 
yang menyangkut kepentingan negara. 
e). Turunan berita acara diberikan kepada tersangka dan penasehat 
hukum guna kepentingan pembelaan. 
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f). Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari 
tersangka/terdakwa. 
Asas ini ditegaskan dalam:  
a). Pasal 37 Undang-Undang No 4 tahun 2004 :” setiap orang yang 
tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum” 
b). Pasal 54 KUHAP :”guna kepentingan pembelaan, tersangka, 
terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau 
lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap 
tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam 
Undang-Undang ini”. 
8). Asas akusator(accusatoir) dan inkuisitor(inquisitoir) 
Dalam penyidikan diterapkan asas inkuisitoir artinya 
pemeriksaan dilakukan tidak dimuka umum. Tersangka adalah 
obyek pemeriksaan yang dapat dijerat dengan tindakan-tindakan 
yang diperbolehkan menurut hukum acara (seperti penahanan, 
penyitaan, pencegahan ke luar negeri) sekalipun kemudian ternyata 
tidak cukup bukti. 
Dalam pemeriksaan sidang pengadilan diterapkan asas 
accusatoir yaitu terdakwa dipandang sebagai subjek pemeriksaan, 
sebagai pihak yang disangka berlawanan dengan pihak penuntut 
umum yang mendakwa, kedua belah pihak diberi hak dan 
kewajiban yang sama oleh hukum acara. (Ramelan, 2006:12). 
 
9). Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan 
Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim 
secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. 
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Ini bebeda dengan acara perdata di mana tergugat dapat diwakili 
oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan 
artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa. (Andi Hamzah, 
2008:25) 
Asas ini diatur dalam Pasal-Pasal 153 KUHAP, 155 
KUHAP dan seterusnya. 
Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP :” hakim ketua sidang 
memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan 
secara lisan dalam bahasa indonesia yang dimengerti terdakwa 
dan saksi” 
Pasal 155 ayat (1) KUHAP :” pada permulaan sidang hakim ketua 
sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, 
tempat lahir,umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, 
tempat tinggal, agama, dan pekerjaanya serta mengingatkan 
terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar 
dan dilihatnya di sidang” 
Yang dipandang pengecualian dari asas langsung ialah 
kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu 
putusan verstek atau in absentia. Tetapi ini hanya merupakan 
pengecualian yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran 
lalu lintas jalan ( Pasal 213 KUHAP). 
 
 
c. Tujuan KUHAP 
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Tujuan Hukum Acara Pidana terdapat dalam pedoman 
pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman 
sebagai berikut : 
“Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan 
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, 
ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana 
dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan 
tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat 
didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya 
meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan 
apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah 
orang didakwa itu dapat dipersalahkan”.  
Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara 
pidana yaitu : 
1). Mencari dan menemukan kebenaran. 
2). Pemberian keputusan oleh hakim. 
3). Pelaksanaan keputusan. 
Tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah 
merupakan tujuan antara, tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu 
ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dlam 
masyarakat. (Andi Hamzah, 1996:8-9). 
Menurut Bambang Poernomo bahwa tugas atau fungsi hukum 
acara pidana melalui alat perlengkapannya ialah : 
1). Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran. 
2). Mengadakan penuntutan hukum dengan tepat. 
3). Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan. 
4). Melaksanakan keputusan secara adil. 
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Bambang Poernomo, beranggapan bahwa pedoman 
pelaksanaan KUHAP tersebut telah menyatukan antara tujuan dan 
tugas atau fungsi hukum acara pidana. Seharusnya perlu ditegaskan 
bahwa tujuan hukum acara pidana dari : 
1). Segi teoritis disejajarkan atau diparalelkan dengan tujuan hukum 
pada umumnya yaitu hukum mencapai kedamaian dalam 
masyarakat. 
2). Segi praktis (operasionalisasi) adalah untuk mendapatkan suatu 
kenyataan yang berhasil mengurangi keresahan dalam masyarakat 
berupa aksi sosial yang bersifat rasional dan konstruktif didasarkan 
kebenaran dan keadilan hukum. (Bambang Poernomo dikutip 
Ramelan, 2006:6). 
2. Tinjauan Tentang Asas Penuntutan 
Dalam hubungan dengan hak penuntutan dikenal dua asas yaitu 
yang disebut asas legalitas dan asas opportunitas (het legaliteits en het 
opportuteis beginsel). Menurut asas yang disebut pertama, penuntut umum 
wajib menuntut suatu delik. Ini dianut misalnya di jerman menurut 
deusche stafprozes sodnung, 152 ayat (2). Asas legalitas dalam hukum 
pidana jangan dicampur adukan dengan pengertian asas legalitas dalam 
hukum pidana (materiil) yang biasa disebut nullum sine lege yang 
tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. 
Menurut asas yang disebut kedua, penuntut umum tidak wajib 
menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya 
akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, 
seseorang yang melakukan delik tidak dituntut. 
a. Asas Opportunitas 
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Asas opportunitas adalah penuntut umum tidak wajib menuntut 
seseorang yang melakukan perbuatan pidana jika menurut 
pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum asas 
opportunitas diakui dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No 16 
tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “ Jaksa Agung 
mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi 
kepentingan umum”.(Ramelan, 2006:10). 
b. Asas Legalitas 
Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam 
konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang 
berbunyi : “ bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menjunjung tinggi hak asasi manusia yang menjamin segala warga 
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 
dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya”. Dari bunyi kalimat di atas dapat kita simak :  
1). Negara Republik Indonesia adalah “ Negara Hukum”, berdasarkan 
Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. 
2). Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan. 
3). Setiap warga negara “tanpa kecuali”, wajib menjunjung tinggi 
hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. 
Berdasarkan bunyi kalimat di atas, sangatlah jelas bahwa 
KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana adalah Undang-Undang yang 
asas hukumnya berdasarkan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan 
KUHAP harus bersumber pada titik tolak rule of law. Semua tindakan 
penegakan hukum harus: 
1). Berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-Undang. 
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2). Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di 
atas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat 
bangsa yang takluk di bawah “supremasi hukum” yang selaras 
dengan ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan 
bangsa indonesia. Jadi arti the rule of law dan supremasi hukum, 
menguji dan meletakkan setiap setiap tindakan penegakan hukum 
takluk di bawah ketentuan konstitusi, Undang-Undang dan rasa 
keadilan  yang hidup di tengah-tengah kesadaran masyarakat. 
Memaksakan atau menegakkan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat bangsa lain, tidak dapoat disebut rule of law, bahkan 
mungkin berupa penindasan. 
Dengan asas legalitas yang berlandaskan rule of law dan 
supremasi hukum aparat penegak hukum tidak dibenarkan: 
1). Bertindak di luar ketentuan hukum atau undue to law maupun 
undue process. 
2). Bertindak sewenang-wenang atau abuse of power. 
Setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai 
kedudukan : 
1). Sama sederajat di hadapan hukum, atau equal before the law. 
2). Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum, 
equal protection on the law. 
3). Pendapat “perlakuan keadilan” yang sama di bawah hukum, equal 
justice under the law.  
 
3. Tinjauan Tentang Asas Equality Before The Law 
Equality before the law adalah pilar utama dari bangunan Negara 
Hukum (state law) yang mengutamakan hukum di atas segalanya (supreme 
of law). Pengakuan kedudukan tiap individu di muka hukum ditempatkan 
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dalam kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial (social 
stratum). 
Keberlakuan prinsip equality before the law dalam praktek penegakan 
negara hukum yang berdasarkan supremasi hukum (kedaulatan hukum) 
ternyata mengalami “penghalusan” kalau tidak mau dikatakan “exception” 
(pengecualian) demi mempertahankan kewibawaan hukum itu sendiri. 
Pengecualian mana berlaku bagi orang-orang/kelompok orang-
orang tertentu yaitu mereka yang oleh karena melaksanakan suatu 
perbuatan yang ditugaskan oleh Undang-Undang tidak dapat 
dihukum/dipidana. Terhadap orang-orang ini tidak berlaku kekebalan 
hukum, karena apabila mereka terbukti melakukan tindak pidana dengan 
menggunakan kekuasaan dan kewenangannya, maka hukuman terhadap 
mereka lebih berat daripada hukuman yang seharusnya diterima oleh 
biasa.   
Jadi terhadap orang-orang ini jika melakukan suatu perbuatan guna 
melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dapat dihukum (bukan 
kebal hukum), sebaliknya apabila yang bersangkutan melakukan suatu 
perbuatan yang melanggar hukum dengan menggunakan kekuasaan dan 
atau kewenangannya (abuse de droit), maka hukumannya diperberat. 
(www.notarissby.blogspot.com) 
Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : 
“segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan 
pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya”. Ayat ini mengisyaratkan asas hukum yang sangat 
fundamental yaitu asas persamaan kedudukan dalam hukum (asas 
persamaan kedudukan di muka hukum) atau dikenal dengan istilah 
“equality before the law”. Demikian pula setelah perubahan (amandemen) 
ke-2 UUD 1945, hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 28 D ayat (1) dan 
Pasal 28 ayat 1 dan 2.  
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Isyarat senada ditemukan pula baik di dalam Konstitusi Republik 
Indonesia Serikat (KRIS) 1949 maupun didalam UUDS 1950 melalui 
ketentuan Pasal 7 dapat dibaca bahwa:  
a. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-Undang. 
b. Segala orang berharap menuntut perlakuan dan lindungan yang sama 
oleh Undang-Undang. 
Di dalam dokumen internasional yaitu Universal Declaration of 
Human Right (UDHR) 1948, tentang Asas Persamaan Di muka Hukum 
atau Equality Before The Law dapat dibaca melalui Pasal 6 yang 
menyatakan : 
“Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the 
law”, 
Dan Pasal 7 yang menegaskan antara lain : 
“All are equal before the law and are entitled without any discrimination 
to equal protecion af the law.....”. 
Demikian pula keberadaan asas persamaan di muka hukum 
dipertegas lebih lanjut di dalam International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR) 1966. 
Pasal 16 ICCPR 1966 menyatakan bahwa: 
“Everyone has the right to recogniton everywhere as a person before the 
law”. 
Pasal 17 ayat (2) menegaskan bahwa : 
“Everyone has the right to the protection of the law against such 
interference or attacks”. 
Demikian pula dalam Pasal 26 antara lain menyatakan : 
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Di dalam KUHAP dikenal 2 asas penuntutan, yaitu Asas Legalitas dan 
Asas Opportunitas. Asas Legalitas diatur dalam konsiderans KUHAP huruf a yang 
berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila 
dan UUD ’45 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang menjamin segala 
warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan 
wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya” 
 
Sedangkan mengenai asas opportunitas diatur dalam Pasal 35c Undang-
Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan 
tegas menyatakan asas opportunitas itu dianut di indonesia. Pasal  itu berbunyi 
sebagai berikut : 
“Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan 
umum”. 
LEGALITAS OPPORTUNITAS KUHAP 
EQUALITY BEFORE THE LAW 
 l 
Keberadaan asas opportunitas dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 77 
KUHAP yang berbunyi :” yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk 
penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa 
agung”. 
Asas opportunitas dan asas equality before the law mempunyai relevansi 
yang tidak dapat dipisahkan hal itu dikarenakan karena adanya pertentangan 
antara kedua asas tersebut. Asas equality before the law menegaskan bahwa  
setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum sedangkan asas 
opportunitas malah menyatakan sebaliknya, yaitu penuntut umum tidak wajib 
menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbanganya akan 
merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang 











HASL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum 
(Asas Opportunitas) Dalam KUHAP. 
1. Pengertian Opportunitas 
 li 
Perkataan opportunitas berasal dari kata-kata latin ini sangat luas 
artinya. Menurut kamus bahasa indonesia karangan W.J.S. 
Poerwadarminto berarti ketika atau kesempatan yang baik. Sedangkan 
H.Kotslesen mengartikan sebagai “Geschte Gelegheid”. 
Menurut A.Z. Abidin Farid memberikan perumusan asas 
opportunitas sebagai berikut. “ Asas hukum yang memberikan wewenang 
kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau 
tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi 
kepentingan umum. (Abidin Farid dikutip Andi Hamzah, 2008:17). 
Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai 
monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini disebut 
dominus litis di tangan penuntut umum atau jaksa. Dominus berasal dari 
bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya 
delik diajukan kepadanya. Jadi, hakim hanya menunggu saja penuntutan 
dari penuntut umum. 
 
 
2. Pengaturan/Dasar Hukum Opportunitas 
Dalam hukum acara pidana dikenal adanya suatu badan khusus 
yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan ke pengadilan yang 
disebut penuntut umum hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 butir 6 No.a dan 
b dan Pasal 137 KUHAP yang ditentukan sebagai berikut : 
a. Pasal 1 butir a :  
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-
Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta 
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
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b. Pasal 1 butir b :  
Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh 
Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakim. 
c. Pasal 137 
Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap 
siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah 
hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang 
berwenang  mengadili. 
Sedangkan mengenai asas opportunitas diatur dalam Pasal 35c 
Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia dengan tegas menyatakan asas opportunitas itu dianut di 
Indonesia. Pasal  itu berbunyi sebagai berikut : 
“Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan 
kepentingan umum”. 
Keberadaan asas opportunitas dipertegas lagi dalam penjelasan 
Pasal 77 KUHAP yang berbunyi :” yang dimaksud penghentian 
penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan 
umum yang menjadi wewenang jaksa agung. 
Sebelum ketentuan itu, dalam praktik telah dianut asas itu. Dalam 
hal ini lemaire mengatakan bahwa pada dewasa ini asas opportunitas lazim 
dianggap sebagai suatu asas yang berlaku di negari ini, sekalipun sebagai 
hukum tidak tertulis yang berlaku. (Lemaire dikutip Andi Hamzah, 
2008:17) 
Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” dalam pendeponeran 
perkara itu, pedoman pelaksanaan KUHAP memberikan penjelasan 
sebagai berikut : 
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“.......Dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum 
dalam penerapan asas opportunitas di negara kita adalah 
didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan 
bukan untuk kepentingan masyarakat”. 
Ini mirip dengan pendapat Supomo yang mengatakan sebagai 
berikut : 
“Baik di negeri Belanda maupun di “Hindia Belanda” 
berlaku yang disebut asas “opportunitas” dalam tuntutan 
pidana itu artinya Badan Penuntut Umum wewenang tidak 
melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu 
dianggap tidak “opportuun”, tidak guna kepentingan 
masyarakat. (Andi Hamzah, 2008:20). 
Menurut Andi Hamzah, dengan berlakunya UUD 1945 maka Jaksa 
Agung mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang opportunitas 
kepada presiden, yang pada gilirannya presiden mempertanggungjawabkan 
pula kepada rakyat. 
Di Indonesia dalam hal schikking perkara-perkara penyelundupan 
yang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi tidak diatur, dipakai 
dasar hukum asas opportunitas (Pasal 32C Undang-Undang Kejaksaan 
Republik Indonesia) dan dilekatkan syarat-syarat penseponeran, yaitu 
pembayaran denda damai yang disetujui antara pihak kejaksaan dan 
tersangka. (Andi Hamzah, 2008:19). 
3. Tinjauan sosiologis terhadap pencapaian asas opportunitas 
Pendeponiran perkara masih dirasakan merupakan kejanggalan. 
Karena dengan berlakunya asas ini, ada anggapan tidak semua orang 
bersamaan kedudukan di hadapan hukum sebagai salah satu unsur rule of 
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law adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, 
bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. 
Menurut Undang-Undang dasar 1945 (Penjelasan) Negara 
Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), dan dalam salah 
satu pasal daripada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ditentukan 
bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak 
ada kecualinya. Sedang menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 
2004 ditentukan pula bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan 
tidak membeda-bedakan orang.  
Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai dalam masyarakat, dan 
bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan 
konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam 
masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam 
masyarakat. Kepekaan para penegak hukum dalam menempatkan hukum 
sebagai kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat adalah kebutuhan 
pokok. Begitu pula Penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Harus 
menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum karena 
kedua soal ini saling mempengaruhi satu sama lain. Penuntut umum tidak 
hanya melihat kejahatan dan mencocokannya dengan suatu peraturan 
hukum pidana,akan tetapi mencoba menempatkan kejadian itu dengan 
menghubungkan pada proporsi yang sebenarnya.  
Karena kepentingan umum maka penuntut umum (Jaksa Agung) 
dapat menyampingkan perkara. Adapun yang dimaksud dengan 
kepentingan umum tidak ada batasan pengertian yang jelas dalam 
peraturan perundang-undangan. Untuk itu permasalahannya harus kita 
kembalikan pada tujuan hukum atau cita-cita hukum.  
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Di bawah ini dapat dibandingkan antara kepentingan negara dan 
kepentingan mayarakat yang harus dilindungi dalam hubungannya dengan 
pelaksanaan asas opportunitas yaitu: 
a. Apabila tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi negara dan tidak 
terhadap kepentingan masyarakat, sedangkan kerugian dari akibat 
tersebut dirasakan tidak mempengaruhi jalanya pemerintahannya, 
maka dapat perkara itu dikesampingkan. 
b. Apabila tindak tindak pidana tersebut tidak merugikan bagi 
kepentingan penyelenggara negara namun berakibat terganggunya 
kehidupan masyarakat atau timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, 





4. Negara-negara yang menganut asas Opportunitas 
Yang pertama-tama disebut ialah Belanda, karena menurut sejarah, 
Belandalah yang membawa asas ini ke Indonesia. Praktek penerapan asas 
opportunitas di Belanda semakin luas. Mereka mengartikan asas 
opportunitas sebagai “penuntut umum boleh memutuskan untuk menuntut 
atau tidak menuntut dengan syarat atau tanpa syarat” (the public 
prosecutor may decide conditionally or unconditionally take a prosecution 
to court or not). Kedudukan penuntut umum (Officier Van Justitie) di sana 
sangat kuat, sehingga sering disebut sebagai semi judge (setengah hakim), 
karena kebebasannya secara individu untuk menuntut atau tidak menuntut. 
Secara garis besar kategori penyampingan perkara di Belanda yaitu 
sebagai berikut : 
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a. Perkara dikesampingkan karena alasan kebijakan (policy), yang 
meliputi perkara ringan, umur terdakwa sudah tua, dan kerusakan telah 
diperbaiki (trivial offence, old age, and damage settled). 
b. Karena alasan teknis (tidak cukup bukti, lewat waktu, dan lain-lain. 
c. Karena perkara digabung gengan perkara lain. 
Yang tersebut ketiga sebenarnya bukan penyampingan perkara 
dalam arti perkara tidak diteruskan ke pengadilan. Perkara tetap diteruskan 
tetapi digabung dengan perkara yang sudah ada yang dilakukan terdakwa. 
Jaksa Belanda dapat menyampingkan perkara berdasarkan 
Undang-Undang walupun cukup bukti jika ia memandang bahwa itu 
merugikan kepentingan umum, pemerintah, atau individual. Karena 
luasnya wewenang dan kebebasan jaksa Belanda ini menjadikan proses 
perkara menjadi sangat singkat. Seorang jaksa dapat meminta hakim 
komisaris, seorang anggota pengadilan untuk minta pemeriksaan 
pendahuluan dan jika tidak ada alasan untuk menuntut lebih lanjut ia 
kesampingkan perkara tersebut. Kalau tidak, pengadilan akan 
menyelesaikan, jadi proses menjadi sangat sederhana. 
Peranan yang sangat penting jaksa Belanda dalam seluruh proses 
tuntutan pidana ialah sama halnya dengan Jepang dan Korea, begitu pula 
Indonesia, yaitu pada akhir pemeriksaan sidang, sebelum putusan hakim 
dijatuhkan, penuntut umum membacakan tuntutan yang disebut 
requisitoir. Di ujung requisitoir penuntut umum membacakan tuntutan 
tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan 
terdakwa, kemudian meminta pidana tertentu yang akan dijatuhkan hakim.  
Peranan penuntut umum di sini merupakan filter terhadap putusan 
hakim. Hakim tidak dapat mengabaikan permintaan pidana penuntut 
umum, karena penuntut umum akan naik banding jika tuntutannya tidak 
dihiraukan oleh hakim. Di sinilah letak peranan jaksa yang sangat 
menentukan dalam seluruh proses peradilan pidana lebih daripada polisi. 
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Inilah yang disebut di Belanda pengawasan negatif dari penuntut 
umum (negatieve controle van het openbaar Ministerie). Dapat juga kita 
sebut sebagai pengawasan pasif penuntut umum, penuntut umum tidak 
dapat mendesak hakim untuk mengikuti tuntutannya, tetapi hakim juga 
tidak dapat begitu saja menyampingkan tuntutan penuntut umum, karena 
kalau tuntutan yang sangat beralasan disingkirkan hakim, atau putusannya 
terlalu ringan atau terlalu berat, maka putusan itu akan dibanding. 
Oleh karena itu, putusan hakim cenderung konform tuntutan 
tersebut. Peranan penuntut umum seperti ini disebut juga stabilisasi 
putusan oleh penuntut umum (the public prosecutor is the one who 
stabilizes the sentencing standard).   
Apa yang diterapkan di Belanda mirip sekali dengan yang 
diterapkan oleh Jepang. Jepang juga melaksanakan asas opportunitas 
sangat luas. Sudah sejak lama Jepang memonopoli penuntutan pidana 
sama dengan di Belanda dan negara-negara Skandinavia. Jaksa Jepang 
mempraktikan yang disebut penundaan penuntutan jika ia dipandang 
penuntutan tidak perlu karena sifat delik, umur, dan lingkungan tersangka, 
berat dan keadaan delik serta keadaan sesudah delik dilakukan. Ia juga 
dapat mengambil alih penyidikan atau memberi petunjuk kepada polisi. 
Di Jepang pada umumnya perkara yang dituntut ke pengadilan 
jarang yang bebas, karena perkara dikirim hanya jika penuntut umum 
yakin terdakwa akan dipidana dengan bukti-bukti yang cukup. Perkara 
yang terdakwa dibebasakan hakim hanya 0,001%. 
Norwegia secara resmi menganut asas opportunitas dengan 
Undang-Undang tahun 1887. ketentuan tentang pelaksanaan asas 
opportunitas sudah diatur di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
tersebut lebih dari seratus tahun yang lalu itu, tambah luas dilaksanakan 
dengan keluarnya Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru Tahun 
1981, tetapi baru mulai berlaku Januari 1986. Dalam Undang-Undang 
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yang baru ini benar-benar diterapkan sistem akusator (adversary system). 
Akan tetapi, sistem akusator Norwegia berbeda dengan sistem akusator 
Anglo Saxon. Sistem akusatornya lebih kurang sama dengan yang 
tercantum dalam KUHAP Indonesia. Terdakwa berhadapan dengan Jaksa, 
bukan objek pemeriksaan. 
Penyampingan perkara di Norwegia hampir sama dengan 
penerapan pidana beryarat. Penyampingan perkara oleh penuntut umum 
dapat disertai dengan syarat-syarat. Dalam syarat-syarat itu dapat 
ditentukan bahwa terdakwa tidak boleh melakukan delik dalam kurun 
waktu tertentu. Untuk membantu terdakwa agar menjadi warga yang taat 
kepada hukum dapat ditentukan syarat-syarat yang sama dengan pidana 
bersyarat. Dapat ditentukan ganti kerugian kepada korban, syarat itu 
ditentukan dalam Undang-Undang. Inilah perbedaannya dengan pidana 
bersyarat, karena syarat di sini ditentukan oleh Undang-undang. 
Sedangkan dalam pidana bersyarat tanpa batas (syarat khusus). Penerapan 
penyampingan perkara secara luas didasarkan kepada pepatah lama : 
minima non curat praetor (hakim jangan diganggu dengan hal-hal tetek 
bengek). Jaksa cukup mengemukakan bahwa ada keadaan khusus (special 
circumtanes) untuk menyampingkan perkara, baik yang objektif (deliknya) 
maupun yang subjektif (pembuatnya).  
Bahkan jaksa di Norwegia dapat menjatuhkan sanksi dapat 
menjatuhkan sanksi tanpa persetujuan hakim yang disebut patale 
unnlatese. Sanksi itu dapat berupa denda atau ganti kerugian kepada 
korban, atau kedua-duanya. Akan tetapi, harus disetujui oleh terdakwa. 
Jika terdakwa setuju, maka perkara dikesampingkan, tetapi jika tidak 
perkara akan dilanjutkan ke pengadilan. Dalam hal ini jaksa telah 
bertindak sebagai pemberi pidana (sentencer).  
Pembayaran denda maksimum juga merupakan jalan untuk 
menyampingkan perkara, selain Norwegia, juga Belanda dan Denmark. Di 
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Belanda ini disebut transactie, dan dapat diterapkan juga pada delik serius. 
Khusus di Denmark pembayaran denda merupakan alternatif untuk pidana 
enam bulan penjara. 
Negara lain yang menganut asas opportunitas selain tersebut di 
muka juga Korea Selatan dan Israel. 
 
 
5. Asas opportunitas dalam tindak pidana korupsi. 
Permasalahan korupsi di Indonesia tidaklah sekadar diamati dari 
sisi substansial Asas Opportunitas dari perundang-undangan saja, tetapi 
berkaitan dengan pendekatan doktrin akademis terhadap Asas 
Opportunitas sebagai suatu tahapan implementatif, khususnya sistem 
hukum pidana. Ini karena memanfaatkan asas opportunitas dengan 
permasalahan korupsi merupakan hal yang sensitif, polemistis, bahkan 
menguatnya sikap reaktif publik. Hal yang melatarbelakangi sikap reaktif 
yang menguat ini dapat dimaklumi bila mengingat bahwa korupsi 
kenyataannya telah merusak sistem (destructed to the system), baik dalam 
makna sistem ketatanegaraan maupun tatanan perekonomian dan 
kehidupan masyarakat dalam skala yang sangat signifikan.  
Polemik kekuasaan dan korupsi sudah menjadi pasangan langgeng 
dalam suatu birokrasi kekuasaan. Bahkan, Prof. Michael Levi dalam 
bukunya Regulating Fraud, White Collar Crime and The Criminal Process 
menunjukkan adanya suatu tren baru berupa Crimes by Government dalam 
arti ekstensif. Yaitu, suatu kejahatan yang melibatkan pejabat publik 
sebagai karakteristik White Collar Crime yang sulit tingkat 
pembuktiannya, sulit pula menentukan status pelakunya, dan selalu dapat 
berlindung dengan justifikasi lemahnya norma legislasi, bahkan beyond 
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the law di balik asas legalitas yang relatif. Semua ini sekaligus 
mempertegas betapa korupsi telah merusak sistem ketatanegaraan Amerika 
Serikat, baik eksekutif, yudikatif, bahkan legislatif.  
Sejak awal dibentuknya Independent Commission Against 
Corruption (ICAC) di Hong Kong, sikap pesimisme sangat mengental di 
kalangan masyarakat. Bahkan, pengamat terkemuka Prof. S. S. Hueh, 
Rektor The University of East Asia, memberikan suatu pandangan 
kompleksitas antara keterkaitan establisitas institusi  itu dan perubahan 
hukum dengan menyatakan bahwa “the growth of the law on corruption 
can not be divorced rom changes in the socio-economic and political 
setting”, beliau hendak memberikan suatu ilustrasi hukum betapa 
pembentukan aturan hukum dalam kerangka memberantas korupsi itu 
tidak dengan begitu saja dapat memisahkan persoalan ekonomi dengan 
permasalahan politik. 
Sejalan dengan perkembangan polemik pemanfaatan Asas 
Opportunitas dalam tindak pidana korupsi, masyarakat dan sarana 
pembentukan hukum itu sendiri memberikan pandangan yang bervariasi, 
khususnya dalam menentukan perangkat sarana maupun formulasi 
pemberantasan korupsi, tentu dalam memanfaatkan asas opporunitas 
terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang kooperatif di satu sisi dan 
konsepsi yang diferensial terhadap sikap non-aplikabel terhadap formula 
ini. 
Negara-negara yang memiliki modernisasi sistem hukumnya 
memberikan batasan model terhadap Anglo saxon dan Eropa Kontinental, 
selain model eks-sosialis yang mulai tertinggal. Begitu pula dalam sistem 
penuntutan dalam perkara tindak pidana. Namun demikian, pengaruh 
kedua model ini sangat mempengaruhi kehidupan sistem peradilan 
masing-masing negara. Indonesia sebagai pengaruh konkordansi Belanda 
ternyata memiliki sistem penuntutan yang berbeda dengan negara-negara 
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tetangganya. Pengaruh sistem hukum pada negara Malaysia, Singapura, 
dan Australia lebih ditetapkan sebagai konsepsi Anglo Saxon. Sebaliknya, 
pengaruh Belanda dengan sistem Eropa Kontinental memberikan dasar 
konsepsi yang dominan. Konsepsi Anglo Saxon menpengaruhi KUHAP 
manakala jaksa dikesampingkan dari kewenangan penyidikan, tetapi 
beberapa negara dari United Kingdom of Great Britain justru mengarah 
kepada sistem Eropa Kontinental karena memberikan suatu kewenangan 
penuntutan kepada jaksa yang dinamakan Crown Prosecutor Service 
(CPS). Sebelum 1986 (inggris) kewenangan melakukan penuntutan 
dilakukan oleh kepolisian. 
Pada umumnya, dengan 2 sistem dan model tersebut di atas 
memiliki pengaruh dengan konsepsi penuntutan, yaitu model yang 
mengakui : (1) Asas Opportunitas, suatu beleid dari Penuntut Umum yang 
memperbolehkan memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut, baik 
dengan syarat maupun tidak dengan syarat (Belanda, Norwegia, Inggris, 
dan negara-negara dengan sistem Anglo saxon, seperti Australia). 
Kebebasan yang independen inilah yang menempatkan Penuntut Umum di 
Belanda sebagai semi judge (memiliki kewenangan setengah hakim). Di 
sisi lain dikenal : (2) Asas Legalitas (dalam penuntutan, seperti Jerman, 
Austria, Spanyol). Artinya, Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan 
untuk mengesampingkan suatu perkara, karena penganutan asas ini tetap 
mengharuskan suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan, tanpa memiliki 
suatu sikap eksepsionalitas. 
Menurut Prof. Dr. Jur andi Hamzah, Belanda yang menganut Asas 
Opportunitas, dalam suatu laporan tahunan 1980 Ministerie van Justitie 
(Kejaksaan) menyebutkan bahwa lebih dari 50% perkara di sana tidak 
diteruskan oleh Kejaksaan ke Pengadilan. Dari jumlah itu, 90% di 
antaranya karena alasan teknis (umumnya karena tidak cukup bukti). 
Secara garis besar, ada 3 kategori penyampingan perkara di Belanda, yaitu 
: 
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a. Perkara dikesampingkan karena alasan kebijakan (policy), yang 
meliputi perkara ringan, umur terdakwa sudah lanjut (tua), dan 
kerusakan telah diperbaiki/kerugian sudah diganti. 
b. Karena alasan teknis (tidak cukup bukti, lewat waktu, dan lain-lain). 
c. Karena perkara digabung dengan perkara lain. 
Dalam kaitannya dengan polemik ide Jaksa Agung dengan asas 
opportunitas adalah yang berkaitan dengan nomor 1, yaitu adanya suatu 
policy (beleid) atau kebijakan. Sedangkan alasan ketiga juga terjadi di 
Indonesia, manakala terjadi penyampingan suatu perkara karena 
digabungkan kepada perkara lain mengingat peran asas Concursus. 
Sehubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, menarik 
untuk diperhatikan beberapa kasus yang disampaikan oleh Prof. Mr. Dr. 
Lit. A. Z. Abidin, bahwa banyak sekali kasus di Indonesia yang 
kekhususannya yang sistematis ini atau asas “Systematische Specialiteit” 
dilanggar oleh jaksa dan hakim dalam putusannya, karena lemahnya 
pengetahuan asas-asas hukum pidana di kalangan penegak hukum, bahkan 
termasuk Hakim Agung. Misalnya, penyelundupan pajak yang ada 
Undang-Undang perpajakan yang mengatur deliknya secara khusus, 
dituntut dan dipidana oleh hakim, termasuk Mahkamah Agung, dengan 
delik korupsi (memperkaya diri sendiri karena tidak membayar pajak). 
Delik penyelundupan dipidana sebagai subversi, sedangkan yang justru 
jelas-jelas termasuk delik korupsi, misalnya kasus Budiadji (mantan 
KADOLOG Kaltim), dipidana dengan penjara seumur hidup karena 
dakwaan telah melakukan delik subversi. 
Dengan memperhatikan beberapa alasan pengesampingan suatu 
pekara berdasarkan asas opportunitas, adalah menjadi suatu sikap atensi 
yang memiliki relevansi dengan model Protection of Person yang 
memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana. Misalnya, kasus 
Mulyana W. Kusumah dan petugas BPK, Chairansyah. Sebenarnya realita 
yang menyerupai kasus Mulyana diduga terjadi di hampir berbagai tingkat 
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kehidupan sosial ekonomi Indonesia yang memang dikenal sebagai salah 
satu negara yang memiliki signifikasi kuantitas koruptifnya. Berbagai 
strata dan level sosial, birokrasi maupun kelembagaan negara dan swasta, 
korupsi dan suap sudah menjadi bagian yang memiliki rutinitas kekuasaan, 
sehingga perbuatan tercela itu dianggap sebagai suatu justifikasi dari 
perbuatan yang illegal. Akibatnya, perbuatan suap dari kacamata 
kekuasaan dianggap sesuatu yang sah sebagai legal bribery. Sebaliknya, 
dari sisi pendekatan hukum dan masyarakat, suap tetap sebagai illegal. 
Dari sisi bribery, norma ini memang tidak debatabelitas sifatnya. Dalam 
konteks yang lebih luas, permasalahan yang dihadapi Mulyana harus 
dicermati sebagai suatu persoalan sosiologis, yaitu apakah sebagai Victim 
of Conspiracy. 
Polemik berkembang manakala Jaksa Agung Abdurachman Saleh 
memberikan suatu ide tentang perlindungan hukum bagi para koruptor 
yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam kaitannya dengan asas 
opportunitas. Selain itu, sebagaimana kutipan di atas, polemik yang 
berkembang dalam kasus Mulyana adalah justifikasi perlindungan hukum 
Chairansyah, auditor BPK, yang melapor suap ini, serta bagaimana 
perlakuan yang adil dalam kerangka penegakan hukum pemberantasan 
korupsi. Dari uraian polemik ini, perlu memperhatikan beberapa 
pendekatan mencermati permasalahan ini. 
Pertama, delik-delik suap yang ada dalam KUHP sebagai warisan 
jajahan Belanda meski telah mengatur secara rinci, namun dianggap 
sebagai delik “impoten” dalam kerangka pemberantasan korupsi. Betapa 
tidak, kehendak sarana legislasi memberantas korupsi sangat tinggi, tetapi 
sangat rentan tingkat kesulitan pembuktiannya. Akibatnya, lagi-lagi delik 
ini hanya sekadar kekuatan simbolik yang menghiasi sistem regulasi 
Hukum Pidana. Delik suap selama ini hanya mengatur mengenai “Passief 
Omkoping” (suap pasif). Artinya memberikan sarana pemidanaan hanya 
terbatas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 
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hadiah atau janji berkaitan dengan kekuasaan yang melekat jabatannya 
atau yang tidak berkehendak atau berkehendak yang bertentangan dengan 
kewajibannya. Melihat berbagai kelemahan inilah, sewaktu pertama kali 
delik ini di masukkan ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, 
makna suap diperluas. Introdusi norma regulasi pemberantasan korupsi 
telah menempatkan “Actief Omkoping” (suap aktif) sebagai subjek tindak 
pidana korupsi. Dengan demikian sejak berlakunya UU No.3 Tahun 1971, 
juga perubahannya melalui UU No.31 Tahun 1999 dan UU No.20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku delik suap 
aktif (yang memberi suap) dan delik pasif (yang menerima suap) adalah 
sebagai subjek tindak pidana korupsi, dan penempatan status sebagai 
subjek ini tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang absolut. Karena itu, 
aturan tentang delik suap tidak memberikan eksplisitas norma 
pengecualian terhadap saksi dan pelapor wajib dilindungi. 
Kedua, dari pendekatan historis, perlindungan hukum terhadap 
saksi dan pelapor adalah imperatif sifatnya. Bahkan, norma reward 
menjadi sandaran legislasi yang patut dihargai. Namun demikian, 
perlindungan hukum tidak memiliki eksepsionalitas yang absolut dan tidak 
berlaku terhadap saksi atau pelapor yang terlibat delik suap. Karena itu, 
prinsip Lex Certa adalah norma mengikat yang tidak dapat 
diinterpretasikan lain dari maksud diaturnya substansi norma tersebut. 
Pasal 31 UU No.31 Tahun 1999 maupun penjelasannya tidak 
memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor yang terlibat 
delik suap. KPK, sesuai Pasal 15 UU No.30 Tahun 2002 maupun 
penjelasannya, wajib memberikan perlindungan saksi dan pelapor 
mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Namun demikian, asas 
perlindungan ini bersifat Phisically Protection (keamanan, evakuasi atau 
perubahan identitas). Selain itu, tentunya perlindungan hanya berlaku 
terhadap non-criminal protection. Artinya, tidak berlaku terhadap saksi 
atau pelapor yang memang terlibat dugaan korupsi atau suap itu sendiri. 
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Saksi dan pelapor yang sekaligus pelaku suap akan eksis sebagai “beyond 
the law” di balik justifikasi alasan norma dan asas perlindungan hukum. 
Dikhawatirkan institusi penegak hukum akan menjadi kolektor atau 
protektor pelaku suap yang “batal” dealnya. Jadi, sampai kini norma 
legislasi perundang-undangan tidak memberikan eksepsionalitas atas 
perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara 
tindak pidana korupsi, juga terhadap pelaku suap aktif dan pasif, meskipun 
pembaharuan ke arah yang lebih eksesif dimungkinkan dalam merevisi 
norma legislasi tersebut. 
Ketiga, pada delik suap tidaklah selalu terikat persepsi telah 
terjadinya pemberian hadiah (uang), tetapi dengan adanya pemberian janji 
saja adalah tetap objek perbuatan suap. Selain itu, adanya Pogging 
(percobaan) suap saja sudah dianggap sebagai delik selesai. Artinya, 
adanya pra-kondisi sebagai permulaan pelaksanaan dugaan suap itu sudah 
dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Jadi, ada inisiatif untuk 
melakukan suap sedangkan kompetensi untuk untuk mengetahui inisiatif 
siapa dari pelaku suap hanyalah pihak yang memiliki kewenangan 
dominan dalam kaitan audit. Baik buruknya hasil audit tidak mungkin 
diketahui pihak eksternal, selain informasi insider yang melakukan audit 
itu sendiri. Tidak mungkin pula hasil audit yang baik mencuatkan soal 
suap ini. Sebaliknya, pra-kondisi suap timbul dari informasi buruknya 
hasil audit. Dengan demikian, inisiatif dan insider information sebagai 
penerima suap sekaligus sebagai pemberi janji adalah subjek tindak pidana 
korupsi. 
Keempat, selain Mulyana W.Kusumah, apabila penerima suap dan 
pemberi janji dilepaskan statusnya sebagai subjek tindak pidana korupsi, 
maka KPK mengabaikan norma dan asas perlindungan hukum yang benar 
atau Due Process of Legal Protection. Bahkan, tidak akan terjadi suatu 
equal treatment of justice dalam rangka penegakan hukum. Dalam suatu 
perkara pidana, apabila KPK mengesampingkan seseorang maupun 
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perkaranya sebagai subjek tindak pidana dengan alasan demi kepentingan 
umum, hanya dapat dibenarkan berdasarkan asas opportunitas yang hanya 
dimiliki oleh Jaksa Agung sesuai Pasal 35 huruf (c) UU No.16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan agung. Sedangkan KPK sama sekali tidk memiliki 
kewenangan demikian. 
Dalam kaitannya ide Jaksa Agung RI Abdurachman Saleh untuk 
memberikan perlindungan hukum para koruptor yang bekerja sama dengan 
penegak hukum, khususnya dengan mempergunakan asas opportunitas, 
agaknya akan menjadi polemik hukum dan sebagai bentuk pengabdian 
yang tidk populis secara tersendiri. Namun demikian, ide ini akan 
mendekati kehendak arah yang akseptabilitas sifatnya, dengan paradigma 
konvensi yang mengikat beberapa negara, termasuk Indonesia. 
Memang konvensi internasional sebagai salah satu sumber hukum 
memberikan suatu justifikasi atas perlindungan hukum yang demikian. 
Melalui Pasal 35 huruf c UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, 
kewenangan Jaksa Agung dengan asas opportunitas untuk 
mengesampingkan suatu perkara demi kepentingan umum diartikan 
(sesuai Penjelasan Pasal 35 huruf C UU Kejaksaan Agung) untuk 
kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. 
Tentu dengan memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan 
negara yang memiliki kaitan dengan perkara ini. Namun demikian, makna 
“kepentingan umum” ini berlainan dengan pelaksanaan dari Pedoman 
Pelaksanaan KUHAP dan doktrin yang tegas dan jelas tidak menempatkan 
arti “kepentingan masyarakat” sebagai karakteisasi justifikasi asas 
opportunitas. Sangatlah sulit menentukan kriteria “demi kepentingan 
umum” yang sangat multitafsir dan subjektif sifatnya, baik individual 
maupun institusional. Dalam kaitan perkara Chairansyah, apakah 
dikesampingkannya perkara tersebut sebagai bentuk perlindungan 
saksi/pelapor ataukah implementasi asas opportunitas. 
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Terlepas dari segala kesulitan polemik dalam implementasi asas 
opportunitas, pemakaian asas opportunitas adalah dibenarkan. Asas 
opportunitas diterapkan terhadap suatu perkara, juga perkara tindak pidana 
korupsi, merupakan suatu “beleid”, suatu staatsbeleid yang dilaksanakan 
oleh seorang Jaksa Agung sebagai “Overheidsbeleid”. Pengesampingan 
perkara Chairansyah bukanlah bentuk implementasi asas opportunitas, 
bukan pula bentuk perlindungan terhadap saksi/pelapor, mengingat yang 
bersangkutan adalah pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana 
korupsi KPU. Ada beberapa bentuk perlindungan yang diintrodusir 
melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan korupsi. 
United Nations Convention Against Corruption (2003), di mana 
Indonesia telah turut menandatangani Konvensi tersebut, memberikan 
beberapa tipe/bentuk perlindungan hukum dalam kaitannya dengan tindak 
pidana korupsi, yaitu : (1) Protection of Witnesses, Experts and Victims 
(Pasal 32), (2) Protection of Reporting Persons (Pasal 33), dan (3) 
Protection of cooperating Persons (Pasal 37). Pasal 37 ini memiliki 
persamaan ide yang dikemukakan oleh Jaksa agung RI, hanya legalitas 
perlindungan ini tidak didasarkan asas opportunitas. Disebutkan Pasal 37 
ayat 2 : 
“Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan 
kemungkinan dalam kasus-kasus yang tertentu, mengurangi 
hukuman dari seoarang tertuduh yang memberikan kerjasama 
yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu 
kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini”. 
Pasal 37 ayat 3 : 
“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, 
sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk 
memberikan kekebalan (immunity) dari penuntutan bagi orang 
yang memberikan kerjasama yang substansial dalam 
penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan 
berdasarkan Konvensi ini”. 
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Jadi, perlindungan terhadap orang-orang yang bekerjasama dengan 
penegak hukum dikategorikan dengan 2 macam, yaitu bagi seorang 
terdakwa (juga terpidana) dengan pemberian pengurangan hukuman 
(mitigating punishment), dan seorang terdakwa dengan pemberian 
kekebalan dari penuntutan (immunity from prosecution). Namun, ini tetap 
harus sesuai dengan asas-asas hukum nasional masing-masing negara 
peserta. 
Jadi, ide implementasi asas opportunitas terhadap pelaku korupsi 
yang kooperatif sebaiknya mempergunakan konsepsi Protection of 
cooperating Persons. Konsep ini Protection of cooperating Persons ini 
dilaksanakan di Eropa, seperti Belanda dan Italia berupa diterapkannya 
Saksi Mahkota (kroongetuige) tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi 
karena mau membongkar kejahatan terorganisasi teman-temannya. 
Imbalannya ialah ia dikeluarkan daari daftar terdakwa dan dijadikan saksi, 
misalnya mau membongkar kejahatan korupsi, narkotika, dan terorisme. 
Dengan demikian, pada TOR yang dikemukakan oleh panitia 
seminar mengenai pemberian imunitas maupun pengurangan hukuman 
bukanlah dalam konteks implementasi asas opportunitas (Amerika Serikat 
dengan istilah substantial assistance, Chech Republic ini semua dalam 
kerangka Crown Witness atau Kroongetuige yang tidak dalam kaitannya 
dengan asas opportunitas, kecuali Hong Kong dengan immunity seseorang 
atas informasi yang diberikan kepada penegak hukum). 
Dengan tidak jelasnya implementasi terhadap aturan-aturan tindak 
pidana korupsi yang sebenarnya telah memenuhi asas Lex Certa, hal ini 
memberikan implikasi yang diskriminatif bagi KPK dalam menentukan 
kebijakan perlindungan hukum. Di satu sisi, para penerima dana dari 
swasta/aparatur negara diberikan perlindungan hukum (immunity for 
prosecution), tetapi di sisi lain para penerima dana tersebut dijadikan 
subjek tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan para penerima dana 
 lxix 
yang mengembalikan dana itu kepada KPK, diberikan suatu perlindungan 
hukum. Tetapi, ada juga yang tetap dijadikan subjek tindak pidana korupsi, 
meski sesuai asas hukum pidana, pengembalian dana tidaklah meniadakan 
strafbaar dari materiile daad yang dilakukan oleh yang bersangkutan. 
Kelima, formulasi “jebakan” dan “undercover” untuk 
mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi ini di luar mekanisme 
hukum yang berlaku. Pola ini hanya dimiliki dalam mengungkapkan 
perkara tindak pidana narkotika dn psikotropika melalui Pasal 68 UU 
No.22 Tahun 1997 dan Pasal 55 huruf (a) UU No.5 Tahun 1997. Lagi 
pula, pola “jebakan” dan “undercover” ini hanya dilakukan oleh aparatur 
penegak hukum itu sendiri, bukan dilakukan non-law enforcement officer 
seperti halnya BPK. Penegak hukum yang melakukan undercover ini 
dinamakan “Agent Provocateur” yang seharusnya adalah Uitlokker 
(pembujuk) sebagai subjek tindak pidana atas dasar Pasal 55 ayat 1 
KUHP. Hanya saja, pola ini dikesampingkan berdasarkan asas 
opportunitas yang tidak dimiliki oleh KPK. 
Dalam kasus Mulyana W. Kusumah ini, Chairansyah bukanlah 
subjek perlindungan hukum, tetapi subjek tindak pidana korupsi 
sebagaimana dimaksud UU. Karenanya, apabila tetap diberikan 
perlindungan hukum maka Mulyana hanya sebagai hasil pola sikap 
“Victim of Conspiracy” yang menurut sistem Anglo saxon memiliki 
justifikasi sebagai alasan adequate meniadakan punishment, karena 
penegak hukum dianggap melakukan illegal secured evidence. Konsep 
pengesampingan perkara terhadap Chairansyah tidaklah tepat dengan 
didasarkan alasan asas opportunitas (apabila Kejaksaan Agung yang 
melakukan hal ini), pula tidak dapat dikatakan sebagai Protection of 
Reporting Persons. Tetapi, justifikasi ini lebih terhadap Protection of 
Cooperating Persons sebagai dasar introdusir dalam sistem hukum pidana 
Indonesia kelak. Karenanya, konsep Protection of Cooperating Persons 
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memiliki keterkaitan dengan Saksi Mahkota dengan penerapan ajaran 
‘Deelneming” (penyertaan) pada Pasal 55 KUHP. 
Doktrin memberikan ruang gerak bebas terhadap pengesampingan 
suatu perkara berdasarkan kondisi yang sangat mendesak, urgensif, bahkan 
yang kritikal sifatnya. Asas “Clear and Present Danger” dipergunakan 
sebagai justifikasi implementasi suatu kebijakan atau policy (beleid) dari 
penguasa yang dapat melakukan tindakan-tindakan yang dalam keadaan 
normal (damai). Tindakannya itu dianggap sebagai tidak sah dan melawan 
hukum (kasus Schenk tahun 1919). Asas Clear and Present danger hingga 
kini masih mendapat tempat dalam kaidah-kaidah akademis di Amerika 
Serikat. Asas ini menyerupai dengan Staatsbeleid dalam keterkaitan 
dengan Overheidsbeled. 
Dalam tinjauan terhadap penerapan fungsi positif dari ajaran 
perbuatan melawan hukum materiil, tidak jarang mengalami kekeliruan 
esensial dan mendasar sifatnya. Sebagai contoh, pemidanaan terhadap 
perkara-perkara antara lain Ir. Akbar Tanjung, Dr. Syahril Sabirin, 
Samadikun, dan terakhir adalah 3 mantan Direktur Bank Indonesia, 
khususnya dalam kaitan antara Hukum Pidana dari unsur 
“menyalahgunakan wewenang”(Pasal 1 ayat 1b UU No.3 Tahun 1971 jo 
Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999), melawan hukum (Pasal 1 ayat 1 huruf a 
UU No.3 Tahun 1971 jo Pasal 2 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999) dan 
Hukum Administrasi Negara yang berkaitan antara “Staatsbeleid” 
(kebijakan negara) dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 
(Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur). Seringkali badan yudikatif 
mencampur adukkan, bahkan menganggap sama antara unsur 
“menyalahgunakan wewenang” dan “melawan hukum”. Bahkan, tanpa 
disadari badan peradilan menerapkan asas perbuatan melawan hukum 
materiil dengan fungsi positif tanpa memberikan kriteria yang jelas untuk 
dapat menerapkan asas tersebut. Yaitu, melakukan pemidanaan 
berdasarkan asas kepatutan dengan menyatakan para pelaku telah 
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melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, tanpa bisa 
membedakannya dengan persoalan “beleid” yang tunduk pada Hukum 
Administrasi Negara. 
Pertimbangan di atas hanya sekedar komparasi substansial terhadap 
kekeliruan dalam menafsirkan suatu perbuatan materiil yang sebenarnya 
sebagai suatu kebijakan atau beleid, tetapi diartikan sebagai penyimpangan 
dari suatu perbuatan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif berupa 
kewenangan diskresioner (“discretionary power”, “Vrijsbestuur”, “Freies 
Ermessen”) untuk melaksanakan kebijakannya (“beleid”) dalam mengatasi 
segera dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi 
kepentingan tugas pemerintahan yang tidaklah sekedar kekuasaan 
pemerintahan yang menjalankan Undang-Undang (“kekuasaan terikat”). 
Menurut Philipus M. Hadjon, kekuasaan pemerintah merupakan kekuasaan 
yang aktif, yang meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri dan 
kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (“Vage 
normen”). Dalam kaitannya dengan “beleidsvrijheid”, kekuasaan yang 
aktif dari pemerintahan, menurut. Girindro Pringgodigdo, berupa 
“wijsheid” dapat merupakan tindakan-tindakan seketika (:”Instant 
decision”) dengan melihat urgensi serta situasi/kondisi yang dihadapi, 
berupa pengambilan keputusan yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) 
dan atau keputusan tertulis atau lisan didasarkan kekuasaan/wewenang 
“diskresioner” (“discretionary power/authority”) yang dimiliki. 
Namun demikian, suatu “discretionary power” maupun “wijsheid” 
itu harus tetap selaras dengan maksud ditetapkan kewenangan atau sesuai 
dengan tujuan akhir tersebut. Yaitu, harus sesuai dengan “doelgerichte” 
atau tujuan ditetapkannya dari kewenangan itu. Bahkan, menurut saksi ahli 
Riyaas Rasyid,juga Philipus M. Hadjon, (“discretionary power” & asas-
asas Umum Pemerintahan Yang Baik). Dalam kondisi yang urgensif, 
mendesak, dan darurat, suatu discretionary power, juga “wijsheid” dapat 
menyimpang dari produk perundang-undangan yang ada, asalkan 
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penyimpangan ini pada akhirnya sesuai dan dengan diarahkan pada 
“doelgerichte” ditetapkannya kewenangan tersebut. Dalam konteks asas 
opportunitas, implementasi asas ini oleh Jaksa Agung merupakan beleid 
dari suatu discretionary power yang memiliki kewenangan mengikat 
(berdasarkan Pasal 35 huruf c UU No.16 Tahun 2004). Juga apabila 
dipergunakan dalam kondisi yang urgensif dan mendesak serta darurat 
sifatnya, implementasi asas opportunitas memiliki kewenangan aktif untuk 
memutus secara mandiri terhadap norma-norma tersamar (vage normen) 
sepanjang asas ini dipergunakan untuk kepentingan yang lebih luas 
(negara dan bangsa) dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, 
sehingga maksud penggunaan asas ini sesuai dengan tujuan akhirnya 
(doelgericte). Kebijakan Presiden Megawati saat memberikan Released & 
Discharged terhadap pelaku tindak pidana yang telah mengembalikan 
sejumlah uang yang dianggap sebagai kerugian negara, merupakan suatu 
Staatsbeleid yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparatur bawahannya 
sebagai Overheidsbeleid. 
Kesimpulannya asas opportunitas merupakan suatu 
Overheidsbeleid yang melaksanakan Staatsbeleid. Karenanya dapat 
dipergunakan dalam suatu kewenangan (discretionary power) yang 
mengikat maupun kewenangan aktif. Kewenangan aktif dalam kaitannya 
dengan asas opportunitas memberikan kewenangan Jaksa Agung 
melakukan tindakan-tindakan terhadap norma-norma tersamar (vage 
normen) sepanjang kewenangan ini didasarkan pertimmbangan asas-asas 
umum pemerintahan yang baik serta sesuai dengan tujuan akhir 
dipergunakannya asas ini. 
Polemik pertimbangan “demi kepentingan umum” dari maksud 
penggunaan asas opportunitas terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang 
kooperatif lebih bersifat subjektif, baik individu maupun institusional. 
Karenanya, menjadi tidak populis apabila tidak dapat memberikan alasan 
pertimbangan dengan baik dan seksama makna “kepentingan umum” 
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tersebut. Mencari suatu justifikasi untuk implementasi asas opportunitas 
terhadap “Cooperating Offenders” tidaklah tepat berdasarkan petimbangan 
demi kepentingan umum yang bermakna multi-tafsir tersebut. Karenanya, 
suatu arah introdusir konsepsi “Protection of Cooperating Persons” 
dengan memberikan suatu keterkaitan Crown Witness serta peran terkecil 
dalam asas “Deelneming” (Implicity) adalah lebih ditolerir arahnya. 
Karenanya, konsep ini tetap memerlukan dukungan kebernaran norma dan 
asas due process of law enforcement dengan tetap memperhatikan prinsip 
Rule of Law. 
Dalam KUHAP, asas ini dikenal dengan “Penyampingan perkara 
untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Hal ini 
dinyatakan dalam penjelasan resmi Pasal 77 KUHAP yang berbunyi : 
“Yang dimaksud dengan “penghentian penuntutan” tidak termasuk 
penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang 
Jaksa Agung” Maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP mengakui 
eksistensi perwujudan dari asas oportunitas, sehingga dengan demikian 
perwujudan asas oportunitas tidak perlu dipermasalahkan, mengingat 
dalam kenyataannya perundang-undangan positif di Indonesia, yaitu 
penjelasan resmi Pasal 77 KUHAP dan dalam Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 35 huruf c secara tegas 
mengatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang 
mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Maksud dari tujuan 
undang-undang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung tersebut, 
adalah untuk menghindarkan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam 
hal pelaksanaan asas oportunitas, sehingga dengan demikian satu-satunya 
pejabat negara kita yang diberi wewenang melaksanakan asas oportunitas 
adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap para Jaksa selaku penuntut 
umum dan alasannya mengingat kedudukan Jaksa Agung selaku penuntut 
umum tertinggi. Menurut penjelasan pasal 35 huruf c UU No.16 Tahun 
2004, yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan 
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bangsa dan Negara atau kepentingan masyarakat luas. Jadi bukan untuk 
kepentingan pribadi. 
B. Relevansi Asas Opportunitas Dengan Asas Equality Before The Law 
Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah 
satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi 
doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti 
Indonesia. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa 
kolonial lewat Burgelijke Wetboek (KUHPerdata) dan Wetboek van Koophandel 
voor Indonesie (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi 
pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik 
pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum 
adat disamping hukum kolonial. 
Sejatinya, asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung 
hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu 
menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi 
dan sosial). Persamaan “hanya” dihadapan hukum seakan memberikan sinyal di 
dalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan 
persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, 
wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas Persamaan 
dihadapan hukum tergerus ditengah dinamika sosial dan ekonomi. 
Adalah Napoleon Bonaparte, orang Perancis yang terkenal sebagai 
pemimpin militer dan penguasa Perancis pasca Revolusi (1789), yang 
berkontribusi “mengabadikan” asas persamaan dihadapan hukum sampai detik ini. 
Tridharma semangat Revolusi Perancis  (liberte, egalite dan fraternite) diagregasi 
oleh pakar hukum di masa Bonaparte pada tahun (1804-1807) ke dalam kodifikasi 
hukum yang kemudian dikenal dengan nama Code Napoleon. Landasan penting 
dari kodifikasi ini adalah tidak adanya hak-hak istimewa berdasarkan kelahiran 
dan asal usul seseorang, semua orang sama derajat dihadapan hukum. 
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Revolusi Perancis (1789) adalah titik tolak terpenting dalam studi hukum 
modern karena disanalah Negara Modern, Hukum Modern, Rule of Law, 
Konstitusionalisme dan Demokrasi beranjak. Satjipto Rahardjo menyebut 
kemunculan sekalian aksi modernisme dengan kelahiran hukum modern itu 
sebagai The Big Bang yang menggantikan cara-cara lama dalam berhukum. Di 
sanalah letak signifikansi Revolusi Perancis. 
Namun sejak semula, sudah ada kritik yang ditujukan kepada pola 
Revolusi Perancis itu, salah satunya adalah yang melihat Revolusi Perancis 
sebagai Revolusinya kaum borjuis. Tocqueville menggambarkan masyarakat 
Perancis pada tahun 1770-an dan tahun 1780-an sebagai masyarakat yang 
ekonominya sedang berkembang pesat. Semua lapisan rakyatnya telah sama-sama 
mengecap faedah dari pertumbuhan itu. Hal ini mengindikasikan bawah Revolusi 
Perancis bukanlah persoalan perjuangan ekonomi rakyat, melainkan perjuangan 
politik untuk mengganti tirani. Tirani yang sudah dikenal secara simbolik dengan 
ucapan Raja Louis XIV (1638 –1715), L’état c’ést moi (Negara adalah Saya). 
Revolusi Perancis sebenarnya menyimpan motivasi dari kalangan borjuis untuk 
mendapatkan kesamaan hak dengan raja secara sosial, politik dan ekonomi. 
Dalam ikhtiar mengganti feodalisme, negara demoktaris konstitusional 
dijadikan sebagai wadah baru dari organisasi sosial. Bagi kaum moderat, Negara 
adalah produk dan manifestasi untuk mendamaikan pertentangan kelas. Negara 
adalah hasil kompromi yang dipayungi kodifikasi hukum tertulis yang dibuat oleh 
badan publik dan berlaku umum. Disanalah esensi egalitarianisme. Hukum tertulis 
itu ditinggikan kedudukannya karena dianggap sebagai monumen kontrak sosial 
warganegara. Pengutamaan hukum tertulis buatan manusia itu adalah untuk 
mengganti semangat hukum alam yang mulai kedodoran. Bila sebelumnya yang 
memberikan kepastian adalah hukum kodrat dari Tuhan, termasuk yang 
termanifestasi lewat kekuasaan raja. Maka semenjak itu, hukum buatan 
manusialah yang harus memberikan kepastian dalam menuntun masyarakat. Fiksi 
tentang kepastian hukum pun dilahirkan.  Itulah supremasi undang-undang 
(legisme). 
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Pandangan yang pada sisi lain tentang bangunan negara disampaikan oleh 
Karl Marx, seorang Jerman yang pengaruhnya cukup luas pada abad 20. Lenin 
adalah Pemimpin Revolusi Bolsevik di Rusia yang mengamalkan ajaran Marx. 
Revolusi Rusia adalah cara lain melihat negara dan sekaligus merupakan kritik 
atas Revolusi Perancis yang tidak menyentuh perbaikan kelas ekonomi. 
Rusia juga mengalami absolutisme feodal sebagaimana dialami Perancis 
dalam ungkapan L’état c’ést moi dari Raja Louis XIV. Di Rusia juga terkenal 
ungkapan, apa yang dimimpikan oleh Maharani Catherine II, Maharani Rusia 
(1729—96) pada waktu malam akan menjadi undang-undang pada keesokan 
harinya. Revolusi Perancis dan Revolusi Rusia adalah antitesa terhadap 
feodalisme. Berbeda dari Revolusi Perancis, bagi Marx, negara adalah organ 
kekuasaan kelas, organ penindasan dari satu kelas terhadap kelas yang lain, ia 
adalah ciptaan “tata tertib” yang melegalkan dan mengekalkan penindasan dengan 
memoderasikan bentrokan antar kelas. Sehingga, tata tertib hukum yang 
diproduksi dalam asas Persamaan dihadapan hukum dari semangat Revolusi 
Perancis menjadi salah upaya untuk mendamaikan bentrokan antar kelas yang 
disembunyikan. 
Namun, praktik negara komunis Uni Soviet pada masa Stalin meruntuhkan 
esensi dari emansipasi sosial dan ekonomi dari cita-cita Marx. Ini terjadi karena 
kediktatoran mendistorsi sekalian bangunan ekonomi dan sosial menjadi utuh 
sebagai urusan negara melalui pemerintahan diktator. Totalitas negara mereduksi 
aspek ekonomi, sosial dan politik individu warganegara serta komunitas yang 
beragam. 
Meskipun demikian, partai komunis di beberapa negara berkembang 
menjadikan tesis Marx tentang perjuangan kelas memasuki dimensi asas 
Persamaan dihadapan hukum dengan mendorong hukum sebagai alat emansipasi 
sosial dan ekonomi. Hal ini dilakukan atas dasar kesenjangan antara semangat 
persamaan (egalite) dengan distribusi sumberdaya. Gerald Allan Cohen cukup 
tepat mengambil judul bukunya untuk menggambarkan kesenjangan itu. Cohen 
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menulis buku berjudul: If You’re an Egalitarian, how Come  You’re Rich. Negara-
negara maju yang mengampanyekan dan mengaku sebagai egalitarian, malah 
masih sangat kaya dan menghegemoni sumberdaya. Cohen masih kuat 
dipengaruhi oleh ajaran Marx. 
Lalu pertanyaannya, apakah dalam ketimpangan itu asas persamaan 
dihadapan hukum mesti dihilangkan sebagai suatu asas hukum? Jawabannya 
adalah Tidak. Dalam hal tertentu, asas persamaan dihadapan hukum itu bisa 
dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau 
kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya 
(kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa 
dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya. Misalkan 
dalam hal asas persamaan dihadapan hukum yang dikawinkan dengan asas 
praduga tidak bersalah (presumption of innocent). 
Dalam praktiknya, asas praduga tidak bersalah itu menjadi asas yang 
paling umum untuk melindungi keburukan penguasa dan pemodal dihadapan 
hukum. Setiap penguasa atau pengusaha yang tersangkut masalah hukum akan 
menggunakan asas praduga tidak bersalah untuk menyembunyikan dosanya. 
Sedangkan bagi masyarakat awam dan marjinal, asas tersebut tidak diutamakan. 
Setiap hari kita masih melihat bagaimana acara-acara informasi kriminal di 
televisi yang mempertontonkan penembakan atau pemukulan orang yang disangka 
melakukan kejahatan. Hal yang tidak pernah kita lihat pada tersangka penjahat 
kelas kakap. 
Dalam era informasi, asas persamaan dihadapan hukum juga mesti terkait 
dengan asas publisitas di dalam hukum. Setiap orang dianggap tahu dengan 
hukum, meskipun dia tidak pernah diajak merumuskan hukum yang dibuat. 
Dalam hal ini, asas persamaan dihadapan hukum mesti terkait dengan asas 
partisipasi pembentukan hukum dan persamaan atas informasi suatu perundang-
undangan yang dibuat legislatif. Sehingga, persamaan dihadapan hukum juga 
harus didahului dengan persamaan memperoleh informasi terhadap suatu 
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peraturan yang diundangkan. Asas publisitas ini menuntut pemerintah melakukan 
sosialisasi peraturan yang sudah dibuatnya. 
Yang lebih esensial lagi adalah, asas persamaan dihadapan hukum tidak 
dipandangan sebagai suatu barang (berbentuk konstruksi fiktif) yang final. Asas 
ini harus dilihat sebagai suatu cara dalam berhukum. Sehingga dalam pembuatan, 
pelaksanaan dan penegakan hukum juga mesti melihat kembali struktur sosial dan 
ekonomi yang meliputi masyarakat. Pemahaman terhadap ketidaksamaan harus 
mendahului asas persamaan. Salah satu cara untuk mengetahui ketidaksamaan 
realitas sosial itu misalkan bisa dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui 
data-data yang terpercaya (data kemiskinan, potensi sumberdaya alam, 
ketimpangan kepemilikan, diskriminasi, dan seterusnya). Data kuantitatif hanya 
pintu masuk saja untuk melihat persoalan sosial dan ekonomi. Cara lain adalah 
melihat analisa kualitatif dari aspek sosiologi hukum. Satjipto Rahardjo mengajak 
bersimpati, empati dan menggunakan perasaan dalam melihat persoalan sosial. 
Sehingga penegakan dan pelaksanaan hukum menjadi pengimbang dari 
ketimpangan yang sedang berlangsung. 
Bila asas persamaan hukum diterapkan dalam pandangan yang melampaui 
antroposentrisme dalam berhukum. Maka asas persamaan hukum mesti melihat 
persamaan perlakuan yang adil terhadap ketimpangan struktural dalam 
masyarakat, sekaligus perlakuan yang adil bagi lingkungan. Asas persamaan 
hukum ditantang menjadi media aplikasi keadilan sosial dan keadilan lingkungan. 
 (http://ilmuhkm 76.wordpress.com/2008/05/29/equality-before-the law/). 
Di negara kita Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu asas legalitas 
dan asas oportunitas dimana asas legalitas itu mempunyai pengertian bahwa 
penuntut umum diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang 
melakukan tindak pidana.dimana asas legalitas ini merupakan perwujudan dari 
asas equality before the law. Sedangkan asas oportunitas mempunyai pengertian 
yaitu asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk tidak 
melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum 
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pidana dengan  jalan mengesampingkan perkara yang sudah ada terang 
pembuktiannya untuk kepentingan umum.Dikarenakan bahwa asas legalitas 
merupakan perwujudan dari asas equality before the law maka sebenarnya kedua 
asas tersebut bertolak belakang dengan asas oportunitas yang berarti sekalipun 
seorang tersangka sudah jelas cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, 
dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, Namun hasil pemeriksaan 
tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Proses 
perkara itu “di deponer” oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi 
kepentingan umum” kejaksaan berpendapat, lebih bermanfaat bagi kepentingan 
umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka sidang pengadilan. Dengan 
demikian, perkaranya dikesampingkan saja.(di deponer). Cara penyampingan 
yang seperti inilah yang disebut asas oportunitas.  
Sekarang ini sering timbul pertanyaan bahwa apakah disamping asas 
legalitas masih diperkenankan ruang gerak bagi asas oportunitas?. 
Menurut pendapat Hadari Djenawi Tahir: “ di dalam KUHAP tampaknya 
tidak dianut asas opportunitas lagi, yaitu ditiadakan penuntutan karena alasan 
berdasar asas kepentingan umum sebagaimana yang kita kenal sebagai kebiasaan 
selama ini. Asas yang diannut tampaknya sudah bergeser kepada asas legalitas”. 
(Hadari Djenawi Tahir dikutip Yahya Harahap, 2002:37). 
Pendapat tersebut disimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) 
huruf a KUHAP, dihubungkan dengan pasal 14,yang menentukan semua perkara 
yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, penuntut umum harus 
menuntutnya di muka pengadilan, kecuali terdapat cukup bukti bahwa peristiwa 
tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkaranya ditutup demi 
hukum. Sedangkan Pasal 14 huruf h hanya memberi wewenang pada penuntut 
umum untuk menutup suatu perkara “demi kepentingan hukum” tapi bukan “demi 
kepentingan umum”  
Namun demikian Hadari Djenawi Tahir masih memperingatkan kenyataan 
ketentuan Pasal 35 c Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia No. 16 
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Tahun 2004 yang memberi wewenang pada kejaksaan agung untuk 
menyampingkan perkara berdasar alasan “kepentingan umum” memang keadaan 
seperti inilah yang sebenarnya. Kejaksaan agung atas dasar hukum yang diberikan 
Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan Republik indonesia No. 16 Tahun 
2004 masih berwenang melakukan deponering. Bahkan bukan hanya atas dasar 
Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia No. 16 tahun 
2004 saja, tetapi dipertegas lagi oleh Buku Pedoman pelaksanaan KUHAP: “ 
bahwa KUHAP mengakui eksistensi perwujudan asas opportunitas”. 
Dari kenyataan tersebut di atas sebenarnya telah mengakibatkan 
pertentangan dan “dualistis” dalam pelaksanaan KUHAP, di satu sisi dengan tegas 
mengakui asas legalitas yang merupakan perwujudan dari asas equality before the 
law tetapi pada sisi lain asas legalitas itu dikebiri oleh kenyataan pengakuan 
KUHAP itu sendiri akan eksistensi “asas opportunitas” keadaan yang seperti ini 
menyesatkan kewibawaan KUHAP itu sendiri, serta adanya kemungkinan untuk 
mempergunakan alasan kepentingan umum sebagai kedok untuk menyampingkan 
suatu perkara. Apalagi kalau di ingat pengertian “kepentingan umum” sangat 
kabur dan mengambang karena KUHAP atau Undang-Undang sendiri tidak 
merinci secara tegas dan jelas apa-apa yang termasuk ke dalam kategori 
kepentingan umum, sehingga dalam praktek penegakan hukum bisa berkembang 
“koncoisme” dengan mempergunakan dalih kepentingan umum. (yahya 
harahap,2002:37). 
Dalam konsideran tegas dinyatakan KUHAP menganut prinsip legalitas, 
akan tetapi masih tetap mengakui asas opportunitas, kenyataan ini mau tidak mau 
harus diterima dengan penjernihan. Ada baiknya ditempuh suatu perbandingan. 
Pelaksanan the rule of law itu sendiri pun mempunyai corak yang berbeda pada 
setiap Negara yang berpegang pada asas supremasi hukum, tidak dijumpai dua 
Negara yang serupa sistemnya dalam menjalankan the rule of law.masing-masing 
mempunyai variasi pertumbuhan mengikuti jalan perkembangan yang berbeda 
sesuai dengan kehendak masyarakat yang bersangkutan. Kalau bisa dipinjam 
ungkapan yang diutarakan Sunajati  Hartono “….tidak ada dua masyarakat yang 
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mengikuti jalan perkembangan yang persis sama, sekalipun perkembangan itu 
didasarkan pada asas perjuangan atau cita-cita yang sama….”.  
Perkembangan pembinaan hukum melalui KUHAP untuk periode yang 
sekarang, bangsa kita melalui DPR telah menggabungkan kedua asas itu dalam 
suatu jalinan yang titik beratnya cenderung lebih mengutamakan asas legalitas. 
Sedang asas opportunitas hanya merupakan pengecualian yang dapat 
dipergunakan secara terbatas sekali. Mungkin dalam sejarah penegakan hukum 
yang akan datang, bangsa kita semakin memahami betapa adilnya 
mempergunakan asas legalitas secara mutlak dan menyeluruh, tanpa diskriminasi 
atau alasan kepentingan umum, dan segera melenyapkan praktek penegakan 
hukum yang berasaskan oportunitas demi tegaknya equality befote the 









1. Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas 
Opportunitas) Dalam KUHAP. 
a. Di Indonesia pejabat yang berwenang melaksanakan Asas 
Opportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku 
Penuntut Umum dengan alasan mengingat kedudukan Jaksa Agung 
merupakan Penuntut Umum tertinggi. Hal tersebut diatur dalam dalam 
Pasal 77 KUHAP dan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang 
Kejaksaan RI Pasal 35 huruf c. Maksud Undang-Undang tersebut 
adalah untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan kekuasaan 
dalam hal pelaksanaan Asas Opportunitas. Oleh karena itu  Jaksa 
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Agung merupakan satu-satunya pejabat yang diberi wewenang untuk 
melaksanakan Asas Opportunitas. 
b. Asas opportunitas merupakan suatu Overheidsbeleid yang 
melaksanakan Staatsbeleid. Karenanya dapat dipergunakan dalam 
suatu kewenangan (discretionary power) yang mengikat maupun 
kewenangan aktif. Kewenangan aktif dalam kaitannya dengan asas 
opportunitas memberikan kewenangan Jaksa Agung melakukan 
tindakan-tindakan terhadap norma-norma tersamar (vage normen) 
sepanjang kewenangan ini didasarkan pertimbangan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik serta sesuai dengan tujuan akhir 
dipergunakannya asas ini. 
 
 
2. Relevansi Asas Opportunitas Dengan Asas Equality Before The Law 
a. Setiap orang dianggap tahu dengan hukum, meskipun dia tidak pernah 
diajak merumuskan hukum yang dibuat. Dalam hal ini, asas persamaan 
dihadapan hukum mesti terkait dengan asas partisipasi pembentukan 
hukum dan persamaan atas informasi suatu perundang-undangan yang 
dibuat legislatif. Sehingga, persamaan dihadapan hukum juga harus 
didahului dengan persamaan memperoleh informasi terhadap suatu 
peraturan yang diundangkan. 
b. Asas Legalitas merupakan perwujudan Asas Equality Before The Law. 
c. Di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas 
oportunitas dimana asas legalitas itu mempunyai pengertian bahwa 
penuntut umum diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap 
seseorang yang melakukan tindak pidana.dimana asas legalitas ini 
merupakan perwujudan dari asas equality before the law. Sedangkan 
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asas oportunitas mempunyai pengertian yaitu asas yang memberikan 
wewenang kepada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan 
terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan  
jalan mengesampingkan perkara yang sudah ada terang pembuktiannya 
untuk kepentingan umum. 
d. Sebenarnya kedua asas tersebut bertolak belakang dengan asas 
oportunitas yang berarti sekalipun seorang tersangka sudah jelas cukup 
bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar 
akan dapat dijatuhi hukuman, Namun hasil pemeriksaan tersebut tidak 
dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Proses perkara 
itu “di deponer” oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi 
kepentingan umum” kejaksaan berpendapat, lebih bermanfaat bagi 
kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka sidang 
pengadilan. Dengan demikian, perkaranya dikesampingkan (di 
deponer).  
B. Saran 
a. Tidak ada batasan yang jelas mengenai pengertian “demi kepentingan 
umum” sehingga terkesan kabur dan mengambang karena KUHAP 
atau Undang-Undang sendiri tidak merinci secara tegas dan jelas apa-
apa yang termasuk ke dalam kategori kepentingan umum. Oleh karena 
itu permasalahannya harus kita kembalikan pada tujuan hukum atau 
cita-cita hukum. 
b. Terdapat “dualistis” dalam pelaksanaan KUHAP, di satu sisi dengan 
tegas mengakui asas legalitas yang merupakan perwujudan dari asas 
equality before the law tetapi pada sisi lain asas legalitas itu dikebiri 
oleh kenyataan pengakuan KUHAP itu sendiri akan eksistensi “Asas 
Opportunitas”. Bahkan dalam konsideran tegas menyatakan bahwa 
KUHAP menganut prinsip legalitas (equality before the law), akan 
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